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GUBERNUR RIAU

PERATURAI{ BERNUR RIAV
NOMOR i TAHUN 2015

TENTANG

PROSEDUR TETA? PDNCENDALIAN BENCANA I<EBAI<IRAN

IiVTAN DAN LA1IAN DI PROVINSI RIAV

DENGAN R.A}]IMAT TUHAX YANG MAflA F,SA

2.

CUBERNUR RIAU,

bahiva potensi sudberdava hutan dan lahan di Provinsi Riau

vane dikelola untuk pengembangan sektor pertan'an

;sklbunan dan kehutanan mensakiba*an kaw's
ie.hadap terjadinya kebakaran hutan dan Lanani

bahwa untuk mendukung kelancaran Pelaksanaan Pfos€du'
Tetao Peneendalian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan dr

Provinsi Riau peflu dilakukan sinkronisasi dengao Pemturan
perundang undanaan d'atasnya;

bahsa berdasarkan (eputusan Presiden Republik lndonesia
\omor 3d P ldh, . rol5 Pn("ng Perb'rhe ra' S(' enrarr
(i, oernl, Rr-u \4d . J 'bdr-n -nun /0lr ''0la drn\' ra\"rl
wakil Cube.nur Riau nelaksanakan Tugas dan Kesela'gan
Oubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014 20191

bahwa berdasarkan pe.timbangan sebagaimana dimaksud hurul
a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peratu'an cubemur
tentang Prosedu. Tetap Pengendalian Bencana Kebakaran Hutan

da! Lahan di Prcvinsi Riau

UndarqUndars Nonot ol Ta rn l9wa ''ntarC P'n'tdo"a
Uno.ne-.J-a:ne Ddr'ra Nomor '9 lrnun locT lenr'ng
Pembe;tukan Dae.ah Sivatantra 'lingkat I Sumatera Ba.at,
Jaftbi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
r95a Nomor 112, Tambahan L€mbaran Negara Republik
lndonesia Nomo. 1646)i

J d. ne L rdd-s Nomo 1 l f"nun ooo _n d-g KP\L .n-r I

L-nba:a N, p"i" R"pLo,.* ndon_\r" 1a\ 'n lo9o Noro, 'o
Tambahan r.mba.an NeBafa Republik lndonesia Nomo. 3aaa)i
sebagaimana telah diubah dcngan Undang undang Nomor l9
Tahu! 2oo4 tentang Penelapan Peraturan Pemerintah Penggano

Unda.g-Undang Nomor I Tabun 2004 tentang Perubahan Aras
Undang-Undang Nomor 41 'lahun 1999 tentdg Kehuranan
menjadi Un.lane-Undang (Lembaran Nesara Republik lndonesia
'fahun 200.1 Nomor a6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4412):
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J nd"ne Undang i\onor Ia Tdhun 2004 er'dlg
Perkebund {L€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004
Nomor 85, T@bahan Lembard Negara Republik lndonesia

4. undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 ientans Perlindungan
dan Pengelolad Liigkungan Hidup (Lf,mbdd Negtua Republik
Indonesia Tahun 2009 Noftor 140, tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor sosq) ;

5. Undang-Unddg Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenrukan
Peratu.m Pe.unddg undangan (kmbdd Nesara Republik
lndonesia Tahun 20ti Nomo. a2, Tambahan kmbdan Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) j

6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentdg
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negda Republik Indonesia
Tahun 2007 Nofto.66)l

7 LndanB-Urdare Noro-.I Trnun lOlr Ler.. C P"n"trr'dh;n
Daemh (Lehbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014
Nomor 5587), sebaBaimana telah diubah denga. undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 renlang Perubahan Kedua A€s
Unddg Undang Nomor 23 Tahun 2014 rentang Pemenntahan
Daerah (Lembdd Negara Republik Indonesia Tanun 2015
Nomor 5a, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentda
Penyelenggdan Penangulangan Bencana (Lembdd Negara
Republik IndoresiaTahun 2008 Nomo.42, Tambahan Lembaran
Negda Republik Indonesia Nomor 4828;j

10. Pe.atu.d Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kelja Badan Penanggulangm
Bencana Daerah;

ll. Pe.aturan Mente.i Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014 tentans
Pembenrukan Produk Hukum Daerah;

12. Pehturan Kepala Badan Nasional Pendggulangan Bencana
Noftor 6,4 Tahun 201I Tentang Pedoman Penggunaa. Dana
Siap Pakai Pada Status Keadaan Dmrat Bencana;

13. Peraturan Daerah Proviosi Riau Nomor 17 Tahun 2013 Tentang
Penanggulangan Bencana Bencana Alam;

14. Peraturan Oubernur Riau Nomor rl Tahun 2014 Tentang Pusat
Pengendalid Kebakaran Hutd dan Lahan Provinsi Riau.

MEMUTVSKAN :

PROSEDUR TETAP PENCENDA',TAI{ EENCAI{A KEBAI(ARAN
llUAAl{ DAN I,ATIAI{ DI PROVINSI RIAI'.



BAB I
XDTENTUAI{ U}IU}I

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimalsud denad :

l Peherintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riaui

2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/(ota se P.ovinsi Riau;

3. Kecarotan adabn Kecdatan se Provinsi Riau;

4. Desa adabn Desa se Prcvinsi Riau;

5. (epala Daerah adalah Gubernurdan Bupati/Walikota di Prcvinsi Riaui

6. camat adalah Camat di Provinsi Riau;

7. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Provinsi Riaui

a. Satuan Tugas adalah Pe6onil yang bensal dari instansi teknis, lembaga non
teknis, organisasi dan relaran yang ditetapkan oleh Iftpala Daerah dalam
suatu Keputusm.

9. Pengendalid adalah tindakan yang meliputi pencegahan, penanggulangan dan

i0. Bencana adabn peristiwa atau rangkaian penslwa ydg mengancm dan
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik
oleh laktor alaft dd/atau faktor non alam maupun faktor mmuda sehingga
mensakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusahm linskunsan,
kerugian harta benda, dan dampak psikologls.

ll Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa aiau
serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gemPa
bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekenngan, anglna iopan, dan tanah

12 Bencana Non Alam adalah bencana yang
serangkaian peristiwa nonalam yans antara
modernisasi, epidemic, dan wabah penyakit.

13. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia ydg meliPuti konflik
social antarkelompok atau antarkomunitas masydakat dan tenor.

14. Penyelenggaraan Penanggulanga. Bencana adalah serdgkaid upaya yang
meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana,

diakibatkm oleh peristiwa atau
iain berupa gagal teknologi, gagal

kesiatan pencegahan bencana, tanggap da.u.at, dan rchabilitasi.

15. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yadg
menimbulkan bencana.

16. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hanparan lahan berisi
sumber daya alah hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan
alam dan lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapal

17. Ka$asan Hutan adalah wilayah tertentu yans ditunjuk dan/atau ditetapkm
oleh Pemerintah untuk dipeftanankan keberadaannya sebagai hutm tetap

14. Lahan adalah suatu a.eal diluar kawasan hutan, baik yang benegetasi
(alans-alang, semak belukd, rdaman budi daya dan pepohonan).



19. Kebakaran Hutan adalah suatu keadad dimana hutd dilanda api sehingga
mengalibatkm kebakard hutan dan atau hasil hutan ydg menimbulkd
ketugian ekonomis, pengembansan ilmu pengetahuan dan/atau
ekologis/lingkungan hidup.

20. (ebakaran Lahan adalah suatu keadaan dimana lahan dilanda api sehingea
menimbulkan kerusakan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis,
pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau ekologis/lingkungan hidup.

21. Pengendalian Kebakdd Huran dan Lahan adalah semuajenis usana, kegiatan
atau tindakan yang dilakukan sejak sumber api diketahui secara dini,
mengerahkan teDaga yang dilengkapi dengan peralatan untuk menghilangkan
atau mcmarikan api yang membakar hutan dan lahan.

BAB II
IVIA(SVD DAN AUJUAII

Pasal 2

(l) Prosedur'letap yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini dimaksudkan un.uk
membe.ikan penjelasan tentang tata cara dan prosedur pengendaiian
keba]{ad hutd dan Lanan di Prolinsi Riau.

(2) Prosedu. Tetap yang diatuf dalam Pemtu.an Gube.nu. ini be.tujuan sebagai
pedoftan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di P.ovinsi Riau.

BAB III
NASXAH PROSEDUR TETAP

Pasal 3

Prosedur Tetap PengendalianBencana Kebakaran Hutan dan Lahd Provinsi Riau
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematrka sebagai berikut l
BAB I PENDAHULUAN
BAB II PENCORCANISASIAN DAN TUCAS
BAB III PELAKSANAAN PENTAHAPAN DAN PENETAPAN STATUS BENCANA
BAB IV ADMINISTRASI DAN LOCISTIK
BAB V KOMANDO, KENDAL] DAN KOMUNIKASI
BAB VI PENU'TUP

Pasat 4

Naskah Prosedur 'letap sebagaioana dinaksud dalam Pasal 3 tercanluh pada
Lampiran yang medpakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAI IV
ORG/I1{ISASI

Pa3al5

(lJ O.ganisasi Pensendalian Bencana Kebakaran Hutan dan Lanan disusun dalam
bentuk Bagan Organisasi.



(2) Bagan organisasi sebagaimana dinaksud ayat (1) terdjri ddi :

a. Bagan Strukrur Organisasi Pra Bencana
b. Bagan Struktur Organisasi Saat Bencana; dan
c. Bagan Struktur Organisasi Pasca Bcncana.

(3) PenSorganisasian Pra Bencana sebagaimana dima-ksud ayat (2) hurur a
dilaksanakan oleh satuan Kerja yang terkajt dengan Kehutdd, Perkebunan
dd/atau Pertanian, Lingkungd Hidup dd Instansi terkait lainnya dibawah
Koordinasi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daeran Pr'ovinsi dan
Kab/Kota.

(a) Pengo.ganisasian Saat Bencda dd Pasca Bencda sebagaimda dimaksud
ayat {2) huruf b dan c dilaksanakan oleh satuan Tugas

(5) Basan struktur orsmisasi P.a Bencma sebasaimda dimaksud ayat (2) huruf
a meliputi Bagan Struktur Organisasi Tingkat Provinsi;

(6) Bagan struktur Organisasi Saat Bencana sebagaituana dimaksud ayat (2)
huruf b terdid dari:
a. Bagan Struktur Organisasi Tingkat Provinsi;
b. Bagd Struktur Oryanisasi Tingkat Kabupaten/Kota;
c. Bagan Struktur Organisasi Tingkat Kecamatan;
d. Bagan Struktur Organisasi Tingkat Desa/Kelurahan.

(7) Basan stnktur o.sanisasi Pasca Bencma sebasaihana dimaksud ayat (2)
huruf c terdin dan :

a. Bagao Struktur Orydisasi Tinekat Provinsi dan Kabupateo/Kota;
b Bagan Struktur organisasi Ti.gkat Kecamatani
c. Bagan St.uktu. Organisasi Tingkat Desa/Kelurahan.

(8) Bagan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada
lampiran ydg merupakan bagian ydg tidal< terpisahkan dari Peraturan
Gubernu. ini.

Pasal 6

Pelaksana Pengendalia. Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau disajibkan
mengikuti tatacara sebagaihana yang diaturdalam Peraturan Gube.nu. ini.

BAB V
PEI,IIXSAIIAAN

Pa*l 7

(r) Tahapa. Pelaksanaan Pengendalian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

b. Saa! Bencana;
c. Pasca Bencana.

{2) Pra Bencda sebasaimana dimaksud ayat (r) hurura terdiri dari :

a. Penceganan dan Mitigasii
b. Kesiapsiagaan.



(3) Set Bencana sebagainda dinaksud ayat (1) hutuf b terdiri ddi :
a. Siaga DaruEt Bencdai
b. Tmggap Dmrat Benqna;
c. Pemulihd Dtuat Bencoa.

(4) Pasca Bencana sebagairrana dimaksud ayat {l) hurufc terdiri dan :

b. Rekonstruksi.

Pa.ala
Penetapan Status sebagaimana pasal 7 ayat (3) ditetapke oleh Kepala Daeran.

BAB VI
AI'MIMSf RAST DAI{ LOOlsAIl<

P$al9

Pengendalian Kebakffi Hutan dm Lahd dilaksdalcn oleh Saruan Tugas dan
didukung oleh kesiapan personil, peralatan dan logistik.

BAE VIT
I'OMAIIiDO, KENDA',I DAN KOM('NIKASI

Psal lO

Guna Kelancaran Pengendalis Kebaksm Hutan dd Lahs ysg dilaksdatd
oleh Satuaa Tusas diperlukd keetuan kommdo dd peneendalis :

a. Komddo pada Bencma tingkat Daerah dan Ben@na tingkat Pusat.
b. IGndali pada Ben@na skala Lrkal dd Nasional dd pembagid sektof.
c. Komuikasi derg@ menggunakan sistem dan sdda komuikasi satud ydg

diarur dalm Prosedur Tetap (Protap), Instalasj retap (tnstap), Instalasi OpeEsi
(lnsops) da komunikasi Elektronik (Komlek).

BAB VIIT
PEMEIAYAAN

P8.111

Biaya yang timbul alibat ditetapkannya PeEturan Gubemur ini dibebankan pada
APBD Prcvinsi dan Kabupatcn/Kota serta sumbei lain yd8 san dd ddak mengikat



BAB IX
PEI{UTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturd Cubernur ini mulai berlaku, Perarurd Gubemu. Riau Nomo.
27 Tahun 2014 tentang Prosedur Tetap (Protap) Pengendalian Bencda Asap Akibar
Kebakaran Huran ds Lahan di Provinsi Riau Fenta Daerah Prcvinsi Riau Tahun
2014 Nomor 24)djcabut dan dinyarakan tldak berbku.

pada tdggal diundsgkan.
memerintahkan pengundangan PeratuEn

dalam Berita Da€rah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbm
pada tdggal 2015

YADJULIANDI 

SDKRETARI9

Peratu.an cubernur ini mulai berlaku

Agar setiap ormg mengetanuinya,
Cubehur ini dergd penempatannya

DAERATI PROVI

H. ZATNI ISMAIL

IRAH PROVINSI RIAU TAIIUN 2015 NOMOR: 
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I"{MPIRAN: PERATURAN
NOMOR :

TANCGAL :

CUBERNUR RALT

BAB I

PENDAIIULUAN

1.

Indonaia adalah negara yang memlliki potensi rawan tedadinya ben€na
dengan fiekuensi yang clkup tinggi, salah satunya ben@na asap akibat kebakaEn

hilan dan lahan di Provinsi Riau. Kondisi lahan Povinsi Riau yang sebagian besar

merupakan lahan gambul sansat berpotensi sebagai salah satu penyebab teiadinya

kebal€ran hulan dan ahan, disamping kebiasaan masyarakatnya di datam

memblka lahan perkebunan dengan @ra membakarhutan.

Provinsi Riau memiliki hulan dan lahan yang sangat potensial untuk

pengembangan sektoFseklor perkebunan, pedanian, pemukiman dan kehutanan

Kawasan Suaka Alam: 633.420 Hat Kawasan Hu|an Lindung : 234.015 Ha;

Kawasn Hutan Produksi Tebalas r 1.031.600: Kawasan Hulan Produksi Tetat:
2.331.891i dan Kawasan Hulan Produksi yang Dapat Dikonve6i : 1.268.767

(Sumbe Sulat Keputusan Menleri Kehulanan Republik hdonesia No: SK.

STSAIENHUT-112014 tanggal 29-09-20i4 tenlang Kawasan Hulan Pmvinsi Riau).

Riau tedelak di gais ekuato/l(halulistiwa yang mempunyai iklim tipe ekuatorial dan

mengalami dua pun€k musim yaitu hujan pada bulan Ma.el dan April serta

kemara! pada bulan Mei September sehingga potensi .awan kebaka€n akan

leiadipada musim kemaEu dan iransisi. Pada bulan November Ap l, pola angin

bergerak dad a€h timur laut menuju ke baGt daya dan selatan sehingga bila teiadi

kebakaran hutan dan lahan akan bedampak kabut asap di wilayah Povinsi Riall

dan Sumatera Barat s€dangkan pada bulan l\,lei - September pola angin beee€k
dari Sumaie.a Barat sampai dengan Jambi ke a€h timur laut dan ulara *hingga
bia lerjadi kebakaEn diwilayah Rau maka akan bedampak kabul asap ke nega.a

rerangga sepeni Singapura dan Malaysta \Ttansboundary Haze Po ution).

Menykapi bencana asap akibal kebakaEn hulan dan lahan yang lerjadi

setiap lahun di Provinsi Riau dibuluhkan suatu mekanisme yans epal dan tepai

dalam rangka mempe*ecil dampak kebakaran huian dan lahan sena dapat

dioperasionalkan setiap saat. Guna menunjang kelanca€n dalam pelaksanaan

pengendalian ben€na asap akibal kebakaan hulan dan lahan, maka pe u disusun

Pfos€durTelap pengendalian kebakaran hulan dan lahan di Provinsi Riau.
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2. Maksud danTujuan

a. Maksud : Unluk membeikan penjelasan tenlang tala cata dan mekanisme

prcsedur telap pengendalian kebakaEn hutandan lahan d i Prcvinsi Riau

b. Tujoan : Agar dtadikan pedoman dalam pengendalian kebakaran hulan dan

lahan di Provinsi Riau sehingga diperoleh kesamaan pota piki. dan pota

a. Undang-Undang Republik Indo.esia Nomor 1 lahun 1946 tentang Kitab

Undang Undang Huklm Pidana (KUHP).

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang

Penetapan Undang Undang Darubr Nomor 19 Tahun 1957 tentang

Pembentukan Daerah Swaiant6Tingkat lSumatera 8arat, Jambidan Riau

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun '1960 tentang Peraluran

Das Pokok-PokokAs€ria.

c. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Undang-Undang Hukum A€a Pidana (KUHAF/.

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang

Konseryasi Sumber Daya Alam dan Ekosislem.

e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang

L Undang-Undang Republik Indonesla Nomor2 Tahun 2002 tenlang Kepolisian

Negara Republik lndonesla.

I. Undang-Undans Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang

Perlahanan Nesa€.

h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tenlang

i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerinlah Pusatdan Daerah

j. Undang Undang Republik Indonesla Nomor 34 Tahun 2004 ientang Teniara

Nasional lndonesia.

k. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan B€ncana.

L Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 lentang

Mereorologi, Klimatologi d6n Geofi sika

rn. Undang'Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 lentang

Peiindungan dan Pengeloiaan Lingkungan Hidup.

n. Undang'Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 lentang



o. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Penegahan dan Pemberanlasan Kerusakan Hutan.

p. PeEiuan Pemerinlah Nomor4 Tahun 2001 renrang pengendatian Ketusakan

dan/atau Pencema6n Lingkungan Hidup yang be*aitan dengan KebakaEn

Hltan dan Lahan.

q. PeraturanPemerintahNomor45Tahun2004tentangPertindunganHutan.

r. Peraluran Pemedntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemeriniahan Oaerah Povinsi dan

Pemeriniahan Dae€h KabupatenlGta.

s. Peraluran Pemerinlah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyetenggaraan

Penanggulangan Bencana

L P€ratllan Pemeinliah Nomor 22 rahun 2008 tentang Pendanaan dan

Pef, gelolaan Bant!an Ben€na.

u. Peraturan Pemerinlah Nomor 23 Tahun 2008lenlang Pe€n Sena Lembaga

hlemasional dan Lembaga Asing Non Pemenntah dalam Penanggulangan

v Peraturan P€siden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koodinasi

Nasional Penanganan Bencana.

w. Pe€luran PEsiden Nomor 3 Tahun 2007 len[ang Perubahan atas Peraluran

Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional

Penanganan Ben€na.

x. Instruksi Presiden Nomof 16 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian

KebakaEn Hutan dan Lahan.

y Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 0 Tahun 1994 tentang Rencana Tala

Ruang Wilayah Provinsi Tingkat I Riau.

z. Peratlran Daerah Povinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tenlang Tanggung

Jawab Sosial Perusahaan di Prcvinsi Riau.

aa. Peraturan Dae€h Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2013 tenlang

Penanggulangan Aen@na Alam.

bb Su€t Kepulusan Panglima TNI Nomor SKEP/328/|X/2004 tangsal 21

September 2004 tenlang Petunjuk Pelaksanaan Operasi Bantuan TNI kepada

Pemedntah Sipil.

cc. Pelaiuran Panglima TNI Nomor PeQang/35r(l/2007 tanggal 21 November

2007 tentang Slku Petunjuk Pelaksanaan Satuan Tugas Pasukan Reaksi

cepatPenanggulargan Benona (PRcPB)TNl

dd. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Aen€na Nomor 6.A

Tahun 2011 Tentang Pedoftaan Penggunaan Oana Siap Pakai Pada Stalus

Keadaan DaruEl B€ncana.



Dalam prcsedurletap iniyang dimaksud dengan:

s.

h.

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan tahan berisi

sumber daya alam hayali yang didominasi pepohonan datam persekuluan

alam dan lingkungannya yang salu dengan yang tainnya tidak dapat

Kawasan Hulan adalah wilayah tedentu yang dituniuk dan/atau ditetapkan

oleh Pemerinlah lntuk dipertahankan kebeEdaannya *bagai hulan tetap.

Lahan adalah suatu areal dilu€r kawasan huian, baik yang bedegetasi
(alans'alang, semak belukar, tanaman budi daya dan pepohonan).

Kebakaran Hutan adalah suatu keadaan dimana hutan ditanda api sehingga

mengakibalkan kebakaEn hutan dan atau hasil hulan yang menimbulkan

kerugian ekonomis, pengembangan ilmu pengetahuan darvatau

ekologislingkungan hidup.

Kebakaran lahan adalah suatu keadaan dimana tahan ditanda api sehingga

menimbulkan ke.usakan lahan yang menimbulkan kerugian ekononis,
pengembangan ilmu pengelahuan dan/atau ekologisningkungan hidup.

Skala Kebakaran adalah suatu penilaian kondisi kebakaran yang mana

sangat beQ€ngaruh lerhadap keputusn mobililasi sumber daya

penanggulangan kebakaran.

Hot spol (Tilik Panas) adalah indikalor kebakaan hutan dan lahan yans

lerdeteksi di suatu lokasi yang memlliki suhu rclatit lebih tinggi dibandingkan

dengan suhu di sekitamya.

Deleksi Dini Kebaka6n Huran dan Lahan adalah suatu cara untuk

mengetahui sedini mungkin re4adlnya kebakaran hulan dan lahan, agar

langkah pengendalian dapal diambil dengan cepat dan sesegera mungkin,

sebelum apimelanda ke area yans lebih l!as.

Pencegahan Kebataran Hutan dan Lahan adalah suatu usaha, keqiatan atau

tindakan yang dilakukan unluk mencegah dan menguEngi kemungkinan

tedadinya kebakaran hutan dan lahan

Pengendalian Kebakabn Hulan dan Lahan adalah semua jenis usaha,

kegiatan aiau tindakan yang dilakukan sejak iedapai poiensi/ ancaman

KebakaEn Huian dan Lahan yang dikelahui s*,ala dini, dengan

mengerahkan lenaga yang dilengkapi dengan peralatan untuk men@gah,

menghilangkan atau memalikan aplyang membakarhutan dan lahan.

CSR (Coorpo€le Soc'b/ Responsrbt/ifylTanggung Jawab Sosial Perusahaan

adalah lang9rngjawab yang melela' pada perusahaan untuk

menciplakan hubungan yang sefasi, seimbang dan selaras dengan

lingkungan, nilai, nomadan budaya masyatakal.



Miligasi adalah seGngkalan upaya unluk mengorangi resiko b€n@na. baik

nelalui pembangunan risik maupun penyadaEn dan peningkatan

kemampuan menghadapi ancamai ben€na.

Kesiapsiagaan adalah se€ngkaian kegratan yang dilakukan untuk

ft enganlisipasi ben@na melalui pengorganisasian seda melalui langkah yang

tepal guna dan berdeya guna.

Siaga OaruEt adalah suatu keadaan terdapat potensi ben€na, yang

merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasaidaf

atas hasil pemantauan yang akurat oleh inslansi yang betuenang dan juga

mempeftimbangkan kondisi nyata/dampak yang teqadi di masyaGkat.

Penetapan slalus siaga daruat b€n€na dilakuk€n ol€h Pemenntah DaeEh

atas usulKeoala APBO

Tanggap DaruEladalah seBngkaian kegialan yang dilakukan dengan segera

pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yans

ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakoesi koban, harta

benda, pemenuhan kebutuhan dasar. peiindungan, pengurusan pengunqsi,

penyelamatan sefta p€mulihan sarana dan p€sa.ana.

Siatus Pemulihanoarurat adalah keadaan dimana penanganan daru€l

beFifat sementara/permanen (berdasari€n kajian teknis dai insiansi yang

berenang) dengan lujuan agar sa€na dan p€sarana vilal serta kegiatan

sosial dan ekonorI mssyaralar 6egera berfungsr dan drlaku<ai

b€rlangsungnya knggap darurai sampa dengan tahap €habililasi dan

Rehabilitasi adalah pebaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik

alau masyarakat sampailingkal yans rnemadaj pada wilayah pas€ bencana

dengan sasaran ulama untuk normalisasi atau bedalannya s#a Mjar
semua aspek Pemenntahan dan kehidupan masyarakal pada wilayah pasc€

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali saEna dan ptasarana,

kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat Pemeinlahan

maupun masyarakai dengan sasaran utafta lumbuh dan berkembangnya

k€iatan peEkonomian sosial dan budaya, tegaknya huklm dan ketertiban

dan bangkitnya peran sena masyarakat dalam segala aspek kehidupan

masyatakal pada wilayah pasca bencana.

Komando Penuh adalah Komando yang memiliki kewenangan penuh untuk

mengoperasionalkan alau menghentikan lusas satuan-saluan TNl.

Komando Operasional adalah Komando dengan fungsi pengendalian

pasukan yang iersedia temasuk pasukan-pqsukan bawahan dengan



Pemb€dn tugas, penentuan sasaran, pengawasan suhb€l atau obyek di

Komando TaKis adahh a{,alah kornando dengan tungsi p€ngendatian

pasukan untuk mdentukan 9srak6n atau cara b€nindak peukan di tapangan

dalam Engka msnyelssaik€n tugas y?ng dabgrikan Kohando Aras.

Kendali OpeEsionsl adalah W*nang yang dibedkan kspada s6Eng
Kornandan/Panglama untuk memjmpan pasukan yang Gtah msnpunyai tugas

terlentu *hingga dapst henyelesaikan tuga3 pokok atau tugEetugas

komando gabungan, unluk msnggelaftan s€fta m€nggerakkan satuan yang

tedibal dan untuk memegang atau mstumpuhkan pengendatian raKis atas

saluan le6ebul. Ksndali ope€sional ilu tidak msnc€tup we{enang untuk

menggunakan secafa lerpisah dari unsuf kompon€fi satuan yang tedibat

kendali opeEsional yang tidak dengan s€ndarinya mencakup peng€ndataan

dibirang adminislra€i maupun di bidang logistik.

rcndali TaKis adalah W€'i,€nang yang dibedkan k€pada komandan satuan

unluk mengendalikan gerak satuannya datam mngka menyetesaikan iugas
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BAB II
PENGORGANISASIAN DAN TUGAS

Bagan Stuktr Organlaali

a. Bagan StruKur Organisasi PE Bencana.

Bagan Slruktur O€anisasi lingkat Provinli, mensacu kepada StruKu.
Organisasi Pusdalkalhulla (Peraluran Gubemu. Riau No- 17l1112014).

b. Bagan StruKur Oqanisasi Sa6t Bencana.

1.2. Bagan Stuklur O€anisasi tingkat ProviNi.

1.2 Tingkat Provinsi.

b)

e) Tim Asistensi Transpa€nsi

Administ€si Keuangan

: Pejabat yang ditunjuk.

: Pejabat yang ditunjuk.

& Tedib

: Badan Peme.iksa Keuangan

dan Pembangunan (BPKP).

InspeKoral Prcvihsi Riau



i Slaf Satgas.

1) Seksa Intalajen : Pejabrl yans ditunjuk.

2) Seksi Op€rasi : P€jaM yang ditunjlk.

3) S€ksi Administrasi dan Logistik : Peiab6t yang dituniuk.

4) S€ksi Keuangan : P€jabat Fng dituniuk.

1) Badan MEieorelogi, Klimaiologi dan ceofuika (BMKG)

2) Badan Penanahan Nasional(BPN).

3) Badan ungkun$n Hidup (BLH).

4) Dinas Kehulanan-

5) Balai Besff KonseNasi Sumbs Daya Alam

6) Dinas Psrkebunan.

7) Dina€ Ke*hatan.

8) Badan Penanggulangan B€ncana Daerah (BPBD)

Provinsi Riru

9) Pusal Pengelolaan Ekoregion (PPE)

h) Iim P€nerangan.

1) Oinas Komunikasi dan hfomasi
2) Birc Humas Pemda

3) Pen€m 031/WB.

4) Bidang Humas Polri.

5) Penrak Lanld RsN

6) BPBO ProMnsiRiau

7) OqanbasiWattawanyangleEkredibsi-

i) Unsur Pelrk€6na.

1) Satgas Penc€gahan dan Mfigasi

(a) Bapp€da

(b) BLH

(c) Dinas Cipta Karya

(d) Dinas K€huhnan

(e) oinas Fertebunan

(f) TNUPOLRI

(9) BPBD

(h) Pe€uruanlinggi

(i) Perusaha.n

2) Salgas Pemadam Api

(a) sub saigas Darat

i. Tentara Nasbnal lndonesia ONI).



ir. Kepolisian Republik Indonesia (POLR|).

iii. Badan S,qR Nasional (&ASARNAS).

iv. Badan Penanggulangan Benc€na Daerah

(BPBD).

v. satuan Polisi Pamong PEja (Sar pot pp).

vi. Aalai Besar Konsetuasi Sumbs Daya Atam

(BBKSDA/Manggala Agni).

vii. Badan Lingkungan Hidup (BLH)

viii. Dinas Kehutanan.

ix. Dinas Perkebunan.

x oinas Pemadam Kebakaran (PtvK)

xi Perusshaan.

xii. Taruna Siaga Bencana (Iagana).

xiii. Masya€kalPeduliApi(MPA).

xiv. PEmuka.

(b) subsagas Uda€.

i. TentaE Nasional Indonesia Angkatan

Uda€ (TNTAU).

ii. Badan lvetsrologi, Klimalologi dan

Geolisika (BMKG)

iii. Badan Pengkajian dan Pene€pan

Teknotogi (BPPT).

lv. Badan Search and Rescue Nasional

(BASARNAS).

v. Polensi Dirgantara.

vi. Badan Penanggulangan Ben€na Oaerah

(c) Sub Satgas Pasukan Reaksi Cepat

Penanggulansan aenGna {PRCPB) TNI & POLRI

(Saar srarus siaga darural alau peEtihan ke

pemulihan dapat ditiadakan, saat status ranggap

da.!rat dapar diaktivasi, disesuaikan kebutuhan).

i. 2 Batalyon TNIAD.

ii. 1 Batalyon MarinirlNlAL.

iii. 1 Baialyon PaskhasTNlAU.

iv. 1 Batalyon Brimob.

(3) salgas Penegakan Hukum.

(a) Sub Saigas tidildsidik

i. Kepolisian Republik lndonesia POtRl.

ii. Polisi Mililsr (POM TNI).



(4)

Psnyidik Pegawai Negsn sipit (PPNS).

iv. Baro Huklm

v. Polisa Kehutanan.

(b) Sub Salgas Penudutan

iii. Kejaksaan.

Salgas Perdalan & Pslayanan lcs€hatan.

(a) Disk€€ Provinsi Riau

(b) X€s Rem 031/wB.

(c) Bid Dokkes Polda Rj.u.

(d) Oinsos PrcvinsiRiau

(€) Kanror K@hatan P€tabuhan

(D Rumkit Lanud RSN

(9) Palang MeEh Indonelia (PMl).

(h) Kwarda 04 Riau

(a) Perusahaan/Swasta

2.1. Bagan StiuK O€anisasrtingt.l r.$up.todKot .

2.2. Iingkai Kabupat€n/Kola.

a) Bupati.

Fo*ompimda.



c) Dansatgas : Pejabar yang dirlnjuk
d) Wadansatgas :pejabat Fng ditunjuk.

e) Tim Asistensi Transpaiansi & Tedib

Administrasi Keuangan : Badan pemeiks Keuangan

dan Pembangunan {BpKp).
4 Staf Satgas.

1) Seksilntelijen : Pejabalyang ditunjuk.

2) Seksiopensi : Pejabat yang dilunjuk.

3) Seksi Administrasi dan Logistik :Pejabaryang ditunjuk.

4) SeksiKeuangan : Pejabat yans datunjuk.

1) Badan Meteomlogi, Ktimatotogidan ceotisika (BMKG).

2) Badan Pedanahan Nasionat(apN).

3) Badan Lingkungan Hidup (BLH) dadarao pusat

Pengendalian Ekoresion sumatera (P3E sumsleE)
4) oinas Kehutanan dan/atau Badan Konseruasj dan

sumbs Daya Alam (BKSDA).

5) Dinas Pe*ebunan.

6) Dinas Kesehatan.

7) Komunilas Intelijen Dae€h (KOM|NDA).

h) Tim Penerangan.

1) PeneEngan TNl.

2) Bidang Humas Poli.

3) Biro Humas Pemda.

4) O€anisasi Warlawan yang teEkreditasi

i) UnsurPelaksana.

1) Salgas PemadamApi.

(a) sub Satsas Dalat.

i Tentsia Nasional Indonesia CtNl).

ii. Kepolisian Replblik Indonesia (POLRI)

iii. Badan Penanggutangan Bencana Daerah

(BPBD).

iv. Satuan PolisiPanong Praja (Sat Pol PP).

v. Badan Lingkungan Hidup (BLH)

vi. Dinas Kehutanan.

vii. Dinas Pslrcbunan.

viii. Oinas Pemadam KebakaEn (PMK).

ix. Perusahaan.

x. Taruna Siaga Bencana (Iagana).



xi. li,lasyarakat Peduli Api (MPA).

xii. Pramuka.

(b) Sub Satsas Uda€ (meny*uaikan k€mampuan

i. T€ntara Nasional Indon€sia Angkalan

Udara (INIAU).

ii. Badan Meteorologi, Klimatologi dan

Geotisika (BMKG).

v. Potsnsi Dirgantara.

vi. Badan Penanggllangan Bencana Daerah

(BPBD).

(c) Sub Sa€as Pasukan R€ak6i cspat

Penanssulansan 8€ncana (PRCPB) TNI & PoLRI

(Saat status siaga daruGl atau p€ralihan ke

pemulihan dapat diliadakan, saat status langgap

daruEl d6patdiakttasi, disuaikan keb'nuhan)).

i. 1 Balalyon TNIAD.

ii. 1 Batalyon Mannar TNIAL.

iii. I Bat ton PaskhasTN|AU.

iv. 1 Batalyon Bdmob.

2) Satgas Penegal€. Hukum.

(a) Kepolisian Republik hdonesia POLRI.

(b) PolisiMiliter (POM TNI).

(c) Kejaksaan.

(d) Penyidik Pegawai Neged sipil (PPNS).

(s) Polisi Kehulanan.

3) Saqas Peraw.trn & Pelayanan Kesehatan.

(a) K*ehatan TNl.

(b) Kes€hatan Polri.

(c) Palang Msrah Indonesia (PMl).

(d) Oinas Kehalan.
(e) RsuD/Rs. Swasla.

O Profesi Kesehalan.

(g) Rel6wtn K*enatan.



3 1 Bagan Slruklu O€aniesi tingkat Kecamatan.

Dansatgas

: Pejabatyang dnunjuk.

3.2. Organisasi Tangkal Kecamatan.

a) Penanggung Jawab

c)

e)

1)

(a) Tenla€ Nasional Indonesia (INl).

(b) Kepolisian Republik lndonesia (POLRI).

(c) Peft'e,inhhan Daerah (PEMDA).

(d) Tokoh MasyarakavAdavAgamrPemuda.

(a) Tenia€ Nasional Indon*ia (tNl).

(b) KepolisianRepubliklndonesia.

(c) Pemeintah Daehh.

(e) PolisiKehutanan

(g) MasyaakatPeduliApi(MPA).

2)



4.1. Bagan SlruKur Organisasi Ungkat D..a/Koturahan.

3)

1) Salgas Sosialisasi

Salgas Penegak€n Hukum.

(a) KepolisianRepubliklndonesia.

(b) PoM TNt.

(c) PPNS.

(d) Polisi Kehulanan.

(a) Losislik.

(b) Dinas Kesehaaan.

4.2 Organisasi Tingkat Desa/Kelur€han.

a) Penanggung Jawab

c)

- IokohMasya€keuAdauAgama/Penuda

2) Salgas Banluan.

(a) Logistik.

(b) Oinas Ke*halan.

3) Satgas Pencegahan.

(a) MangsalaAsni.

(b) Masya6katPeduliApi(MPA).

(c) Perusahaan.



Bagan Slruktur OQanisasi Pa3ca B€nc5n..

1 .1 . Bagan Struktur O€anisasi tngkat Provlmi dan K.bupat n/Kor._

1 .2. Otganisasi lingt€i Provinsi dan Kabupaien/Kota.

a) Penang€ungJawab :Gub€mu/Bupai'L/Walikota-

b) Penasehat : Fortompimda.

c) Dansatgas : Kepala BPBD.

d) wadansatgas : Pejabat yang ditunjuk

s) Tim r€ielansi.

1) BPKP.

2) BPN.

3) Dinas K€hutanan.

4) Dinas P€*€bunan.

5) Dinas Kesehata..

6) DinG Pekeiaan Umum.

D Slafsatgas.

1) Kasi Inr€l : P€jrLbai yang dibnjuk-

2) Kasi ope€si : PEabai yans dtunjuk.

3) Kasi Administrasi dan Logidik : Pejabat yang ditunjuk.

CUBERNUR/BUPATV - - t roRrro""tr'lo^l

t-; l
----f--f',rELl fj-o"s__ltr
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1) Penerangan Korcm.

2) Bidans Humas Polda.

3) Birc Huma€ Pemda.

h) Unsur Pelakana.

1) Satgas P€negakan Hutum.

(a) KepolisianRspubliklndonesia.

(b) PoMTNr.

(c) Keial(saan.

(d) Penyidik P€gawaiNegEd Sipil (PPNS).

(e) Polisi r€huianan.

2) SaQas Bantuan.

(a) Losl€iik.

(b) Dinas K€s€halan.

(c) Dinas PU.

(d) P€ru3ahaan.

3) SaigasRehabinasidanRekonstruksi.

(a) Sub Sa€a! Rehabirirasi.

i. TNt.

ai. PoLRl.

iii, PEMDA.

iv- Oinas K€hutanan.

V. BBKSDA/IN.

vi. Oinas Pertebunan.

vii. Oinas Ke*h.t n.

viii. Dinas PU.

(b) sub sabas Rekomtukd.

i. TNt.

ii. PoLRt_

iii. PEMDA.

iv. Dinas Kenubnan.

V. BBKSDA/TN.

vi. Dinas Perkebunan.

vii. Dinas K€8ehalan.

viii. Dinas PU.



2.1. Bagan StruKu Organisasi itngt(.i Kecamat n

2.2. Organiesi nr€kat Ke€matan,

a) P€n..qgung Jawb

d) w..lareatgas

e) Un6ur Pelaksen..

1) s€nga. S6ialisasi.

(a) T€n|a6 Nasionet lndone.ia ONt).
(b) K€polisian R€pubtit Indmia (PoLRD.

(o) P€meiitahan Da€rah (PEMDA).

(d) TokohMasy.€ksvAdat/AgamrPemud..

2) Satgas Peneg.h.n.
(.) Tenta,a Nsaon.l Indon€5ia oNt).
(b) Kgpolisian Republik lndoBis.
(6) Pem€intah DaeEh.

(d) sar PolPP.

(6) Poli6i Kehuiamn.

{t Mangs.la Aonl.

(g) Masya.akar PdduliApi (MPA).

3) S.lga6 P€n€gakan Huklm.

(a) rcpolisisn R€publik Indonei..
(b) PoM TNr.

(d) Polisi rehot n.n.

(a) Losisiik

(b) Dinas Ke38ha|an.



3.1. Aagan StruKur Organisasi ringkat Ossi/K€turamn.

3. Organisasi Tingkat D€sa./Keturahan.

a) Psnanggung Jawab

b) Dansagas

c) wadansagas

d) UnsuPetaksana.

1) Salgas Sosialisasi

: Pejabat y.ng dihrnjuk.

3.

- TokohMasyarakavAdauAgama/p€mudg.

2) Satgas Bantuan.

(a) Logistik.

(b) Dinas Keseharan.

3) Satgas Pencegahan.

(a) Manggata Agni.

(b) MasyatakatPedutiApi(MPA).

(o) Psrulahaan.

Tug.5 dan ranggung jaw.b

'l) ljtasing-masing SKPD tingkat Prcvinsi/Kabupatsn/Kota dan instansi

lerkait metaksanakan tugas dan fungsi sesuai bidangnya.

2) Pada tahap pra bencana u|airm petakanaan tugas sudah teruraidan
mulai tahap mnigasi sampaidengan tahap kesiapsiagaan.

1) Iingkal Prcvinsi.

a) P€nanggung Jawab Op€rasi Tanggap Darurat diabal oteh

cubemur dengan tugas dan tanggung jawab s€bagai bedkuti



(1) Membe kan petunjuk dalam pelaksanaan pengendalian

bencana asap akibal kebakaran huian dan lahan di

(2) Llemberikan aEhan kepada Kepala BPBD agar

melakukan k@rdinasi, ke4asama dan membentuk

Saigas pengendalian bencana asap akibat

kebakaran hulandan lahan diwilayah yang terkena

Fo ompimda Provinsi membantu dan memberikan salan

kepada Gubenur seda melaksanakan koordinasl dengan

instansi t€d€it sesuai llgas dan tungsinya dalam pengendalian

bencana asap akibal kebakabn hutandan lahan.

Bupali ryalikota mempunyai lugas dan langgung jawab ebagai

(1) Mengelua*an surat keputusan tentang status bencana

berdasarkan 6pat koordinasi dengan Folkompmda dan

dilaporkan k€pada Gubernur.

(2) Melaksanakan koordinasi dengan Dansatgas Ope€si

Tanggap DaruEl tenlans pengendalian bencana asap

akibat kebakaran hulan dan lahan.

(3) Memimpin dan mensendalikan pejabat Pemda dibawah

jajarannya srta mendukung pelaksnaan tlgas satgas

operasi Tanggap Daru€t di dalam pengendalian

bencana asapakibal kebakaran hulandan lahan

Komandan Saluan Tugas Ope€siTanssap Darlrat.

(1) oansaisas OpeE6iTanggap Datural dijabat oleh pejabat

yang ditunjuk densan tusas dan tanggung jawab sebagai

(a) lvemimpin unsuFunsu satuan dan peralatan yang

teeabung dalam Saluan Tugas OpeBsi Tanggap

Da.urat ke daerah kebakaran hu[an dan lahan

sesuai hasi penilaian da.i tim analis malpun

berdasa*an pada skala ben@na yang diletapkan

(b) Mengendalikan dan mengkoordinasikan lugas dari

Satgas Operasi Tanggap oarurat dengan unsuts

unsur lain yang iedibat dalam pengendalian

bencana asap akibat kebakaran hulan dan lahan



agar tercapai mekanisme keria yans hamonis.
elektif dan efisien.

(c) ttlerencanakan dan mensgunakan anggaran

APAN dan APBD yang disalurkan metalui BpaD
deEm pengendatian bencana asap akibat
kebakaran huian dan tahan unluk keb!tuhan
peiaksanaan rlgas sagas operasi Tanggap

Oaru.at

(2) Dansatsas OperasiTangsap Darurar datan petaksanaan

tugasnya benanssung jawab kepada cubemu.
e) WakilKomandan Saruan rugas OpeEsiTanggap Daru€t.

(1) Wadan saigas dljabat oteh pejabar yang dilunjuk dengan

tugas kewajlban sebagai berikur :

(a) Membantu Dansargas Operasi Tanggap Oarumt

unuK menggorakkan unsur-unsur satuan dan
peraratan yang te.gablng datam satgas operasi
Tanggap OaruEt, ke dae.ah benc€na sesuai hasil

anatisa trm anatis rnaupun b€da$rkan pada skala

benc€na yang ditelapk€n Pemerintah.

(b) Membantu Oansatgas op€fasi Tanggap Darubt
dalam mengendatikan dan mengkoordinasikan

tugas Satsas Operasi Tansgap Oaru€t maupun

unsuFunslr tain yang tertibal datam pengerdatian

bencana agar tercapai mekanisme keia yang

harmonis, ereKit dan efisien.

(c) Membantu Danetgas Operasi Tansqap Oaru.at

datam me€n€nakan kebutuhan anggaran

opeEsional salgas Operasi Tanggap Daru€r.

(d) r'rengkoordinnunsurStaf SatgasOperasiTanggap

Darurat.

(2) wadan Salgas daiam pelaksanaan tusasnya

bedanggung jawtsb kepada Dansatgas operasi Tanssap

0 Kepala Tim Asislensi Keuangan.

(1) Kalim Asistensi Keuangan dijabat oteh Kepata APKP

Petuakilan Provinsi Riao dsngan tugas dan ianggung

(a) Membe.ikan konsuliasi €n@na anggaEn yang

tebh dibuat Salgas OperasiTanggap Darurat.



s)

t\4emberikan asistensi keuangan tehadap
anggaran yang retah dibuat oteh Satgas Operasi
Tanggap Oarurat dari mutai rahap peren€naan,
peraksanaan dan penanggung jawaban.

(c) Melaksanakan evatuasi terhadap penssunaan

anggaGn oteh satsas ope€siTansgap Daru€t.
(2) Katirn Asistensi Keuangan datam pelakenaan rugasnya

bedanggung jawab kepada Oansalgas Operasi Tansgap

(1) Kasi Intetien dijabat oteh p€jabar yans dibnjuK oensan
lusas kewajiban sebagai beikur:
(a) Merencanakan dan meratenakan pensawasan

langsung maupun ridak tangsung terhadap s€turuh

kegiaran pelsonet militer, tsM alau o€anisasi tain

yang bntbat datam Satgas Ope.asi Tanggap

Oaru.at pengendatian ben€na aep akibat

kebaka€n hulan dan tahan.

(b) Me€ncanakan dan metaksanat€n p€nsamanan

personet, maredit dan rogistik witayah yang

disalufian melalui Satgas Ope6si Tangsap

Daru€t pengendatian ben€na asap akibat

kebakaran hutan dan tahan

(c) Menoai dan mengumputkan bahan keterangan

lenlang pe*embangan situasi yang bert€iran

dengan kebakaran hutan dan tahan (k"arhu{a).

(d) M€mbeikan saran dan inioinasi intetijen kepada

Oansatgas OpeEsi Tanggap Oarurat

pengendalian benc€na asap akibat kebakaran

hutan dan lahan.

(2) Kasi Inteliien dalam pelaksanasn tugasnya bedanggung

jawab kepada Dansalgas Op€rasi Tanggap Darurat.

(1) Kasi OpeEsi diabal oleh pejabat yang ditunjuk dengan

tugas kewajiban sebagai bedkut:

(a) l,4erencanakan, mengatur dan mensendatiran

seutuh personei mareri'l dan r€g'atan uhsLn

unsur Sagas Operasi Tanggap DaruEl



D

Membual taporan pe*embangan hasil
petaksanaan tugas satgas operasi Tanggap

(c) l,lerencanakan dan menentukan disposisi Salgas

OperasiTanggap Darulat

(d) Membe kan saran dan infomasitentang kegiatan

opehsi pengendatian ben€na asp akjbai
kebakaran hutan dan tahan kepada Oanetgas
Opelasi Tanggap Darural.

(2) Kasi Operasi datam p€iaksanaan tugasnya bedanggung
jawab kepada Dansargas Ope€siTanggap Darulat.

Kepala Seksi Administrasi dan togisrik.
(l) KasiAdministEsi dan Losisrik dijabat oteh pejabar yang

dilunjuk dengan lusas kewajiban sebagai be.jkut:

(a) [4e.encanakan dan metaksanakan kegiatan

pemeliharaan kekuatan sena kebuluhan peFonel

lemasuk tenaga pengganti datam 6ngka
msndukung tugas satgas oprasi Tanggap

(b) Merencanakan, mengkoordinasikan dan

mengawasi pelaksnaan kegiatan yang

behubungan dengan administrasi, peBonet dan

(c) Me€ncanakan dan mengajukan pemohonan

perbek€lan dan maleriil untuk memenuhi

kebuluhan operasional Salgas Opemsi Tanggap

(d) ltleren@nakan, mengawasi dan mensendalikan

peneimaan dan pendislribusian logistik Satsas

OpeEsiTanggap Oaru€t
(e) L4eren€nakan, mengawasi dan mengendaiikan

kegialan penyediaan fasiliias pelayanan jasa dan

angkulan Salgas Operasi Tanggap Oarurat.

lfl Membe lan pelayanan dan peraMtan pengungsl

selama ditempal Pengungsian.
(g) Membeikan salan dan inionnasi tentang peGonel

dan logistik op€rasi pengendalian ben€na asap

akibat kebakaran hdan dan tahan kep.da

Oansatgas Operasi Tanggap Darulat



(2) Kasi Administrasi dan togisrik dalam petaksanaan

rugasnya bedanggung jawab kepada oansargas opebsi
Tanggap Oaru€l

Kepala seksiKeuangan.

(1) Kasi Keuangan diabat oteh pejabar yang ditunjuK oengan

lugas kewajiban sebagai beikut:
(a) Me@ncanakan dan mensajukan

anggaran untuk memenuhi kebliuhan
satgas Opelasi Tanggap Darulat.

(b) Menyiapkan adminisrEsi peftangghg jawaban

keuangan.

(c) Meneliti dan mensawasi penggunaan anssaran
dari Satgas Ope.asi Tanggap Darurat.

(d) Meneima, menyimpan dan menyatuKan oana

kebutuhan anggaian masing-masing Sargas.
(2) Kasi Keuangan datam petaksanaan tugasnya

benansgung jawab kepada oansatgas operasi Tanssap

(1) Kalim Anaris diabat oteh pejabar yang dilunjuk dengan

lugas kewajiban sebagai bedkut

{a) [4emimpin dan mengendatikan unsu.unsur yang

lergabung dalam !m analis.

(b) Mengk@rdinn pelaksanaan mapping, suruei dan
pendalaan *da memprcdiksi metatui satetit atau

pesal/vat udara ke daerah rawan/porensi

kebakaEn hutan dan tahan (remasuk

Pe.ambah hutan).

(c) Memimpin lim melakukan anatisa lerhadap data

guna menentukan koodinat rawan timbulnya titik

api, selanjutnya melapo(an hasilnya ke

Oansalgas Operasi Tangsap Daruat

(d) Membeikan lapoEn/rekomendasi kepada

Gubemur untuk dijadikan sebagai dasar
peneEPan srarus.

(e) M€ngajukan kebutuhan anggaran datam

pelaksanaan tugas tim analis kepada Oansatgas

OperasiTanggap Oaru€i.



m)

Katm Anatis datam p€iaksanaan rugasnya benanggung
jawab kepada Dansatgas operasi Tanggap DarLrrar.

Kepala Tim Penerangan.

(1) Kallm PeneEngan dijabar oteh peiabat yang ditunjuk

dengan tugas dan langgung jawab sebagai benkur:

(a) Memimpin unsuFunsur saruan dan peEraian yang

tergabung dalam tim penerangan untuk

mendukung pelaksanaan tugas Satgas Operasi

Tanggap Daru€i.
(b) Mensendalikan dan mengkoordinasikan lusas-

tugas lrm pene6ngan dengan unsur-unsur tainnya

daram rangka mendukurg satgas opeEsi
Tanggap Darurat.

(c) Mengetuarkan pernyaraan rcsmitofrtctaj
saadeDert rentang ben@na ma!€imat 30 menit

selelah kejadian.

(d) L4engajukan kebutuhan anggalai datam

peiaksanaan tugas tim peneEngan kepada

Dansatgas Operasi Tanggap Daru€1

(e) MempubJikasikan *luruh kegialan pengendatian

ben€na asap akibatkebab€n hulan dan tahan.

(l) l,4endokumentasikan selutuh kegialan Sargas

operasi Tanggap Oaru€t pengendalian bencana

asap akibat kebaka€n huian dan lahan baik

dalam benrokfolo, video maupun ktiping berita.

(g) l,lelaksanakan pelayanan tehadap seturuh me!]a

i. Menyiapkan media enter sebagai sarana

ii. Menyiapkan posko wartawan dengan

bebagai fasilitas pendukungnya

pelaksanaan junalistik yang dilakukan oleh

awak media dalam meliput kegiatan Satgas

Operasi Tanggap Darulat pengendatian

ben@na asap akibai kebal€ran hutan dan



n)

o)

p)

(2) Katim PeneGngan datam petaksanaan tugasnya

bedanggung jawab kepada oansargas opeEsi Tanggap

Komandan Satuan Tugas Pencegahan dan Miligasi.

(1) Dansatsas Pencegahan dan Mirigasi diabat oteh pejabat

yang dilunjuk dengan tugas kaajiban *bagai benkut

(a) l\4ernimpin dan mengendatikan unsuFunsur saruan

(b)

dan peralalan yang te€abung dalam pencegahan

Mengk@rdinh pebksanaan pencegahan dan

l'/engajukan kebutuhan anggaran datam

Pelaksanaan lugas satgas Pencegahan dan

Mitigasj kepada Oansatgas Opeasi Tanggap

(2) Dansatgas Pencegahan dan Mitisasidatam petaksanaan

tugasnya be.tangglng jawab kepada Dansatgas Operasi

Tanggap Dan'ial.

Komandan Satuan Tugas Pemadam Api.

(1) Dansatgas Pemadam Api diabar oleh peiabat yang

dilunjuk dengan tugas kewajiban sebagai beikui
(a) Memimpin dan unsuGunsuryang te.gabung dalam

Satgas Pemadam Api.

(b) Mengkoordinir pelaksanaan pemadaman api yang

diaksanakan oleh Sub Saigas oara( Sub Satgas

Udara dan Sub Satgas PRCPB TNI dan POLRI.

(c) ft{ensaiukan kebuluhan anggaran dalam

pelaksanaan tugas Salgas PemadaF Api kepada

Dansalgas Opelasi Tanggap Darurat.

(2) Dansargas Pemadam Api dalam pelaksanaan tugasnya

beftangglng jawab kepada oansalgas Operasi Tansgap

Komandan Sllb Satuan Tugas Dalal.

(1) Dan Sub Satgas Da|ar dijabat oleh p€iabat yang ditunjuk

dengan tugas dan tanggung jawab sebasai beikur:

(a) Memimpin unsurunsursatuan dan peralalan yang

lergabung dalam Sub Satgas Da€t ke dae6h

yang teoakar sesuai hasil analisa dari tim analis



q)

maupun berdasaftan infomasi dai sub salgas

(b) l,lengendatir€n dan mengkoodinasikan tusas Sub

Satgas Darat dengan unsuFunsur lain yang

tonibar datam pengendatian benGna asap akibat
kebakaEn hutan dan tahan.

(c) Metakukan evakuasi penduduk yang mengancam
jiwa dan rumah akibat kebakaran horan dan tahan.

(2) Dan Sub satgas Dahl datam petaksanaan rugasnya

benanssung jawab kepada Dansargas pemadam Api.

Komandan sub satuan Tugas udara.

(1) Dan Sub Satgas Udala diabar oreh peiabat yang dirunjuk

dengan tugas dan tanggungjawab sebagai be.ikrt:
(a) Memimpin unsucunsur saruan dan perataran yans

tergabung datam sub satgas udara ke daerah

ben@na sesuai hasit analisa dari lim anatis

maupun berdasarkan pada skata bencana yang

ditetaPkan Pemerintah.

(b) l4engendalikan dan mengkoordinasikan tugas Sub

satgas Udara dengan unsu.unslr tain datam
pengendalian ben@na asap akibat kebat-aran

hLrtan dan lahan ag lercapai mekanisme keda

yang hsnnonis, efeKil dan etisien.

(2) Dan Sub Salgas UdaE dalam pelaksanaan tugasnya

benanggung jaw€b kepada Dansatgas Pemadarn Api.

Komandan Sub Satuan Tugas Pasul.an Reaksi Cepal

Penanssulanqan B€ncana (PRCPB TNI& POLRI).

(1) Oan Slb Saigas PRCPa dijabar oleh pejabat yang

dilunjuk dengan lugas dan tanggung jawab sebagai

(a) Memimpin lnsur,unsur satuan TNI & POLRI sena

r)

peElatan yang te€abung dalam Sub Salgas

PRCPB le daerah bencan€ sesusi hasrl penrlaran

dai tim analisa penilai maupun bedasaftan pada

skala bencana yang dileiapkan Pemennbh.

(b) Mengendalikan dan mengkoodinasikan tusas Sub

Satgas PRCPB dengan Salgas Pemadam Api

maupun unsur-unsur la'n dalam pengendalian

bencana asap akibat kebal€ran hL'lan dan lahan



datam
peraKsanaan tugas satsas pe€wsran dan
petayanan Kesehatan kepada Dansetgas ope.asi
Tanggap Darurar.

(2) Dansatgas peawatan dan petayanan Keseharan dalam
peraKsanaan ugasnya bedanggung jawab kepada
oansatgas operasi Tanggap Darurat.

2) TingkalKabupalen/Koh.

a) Penansgung Jawab Ope€si Tanggap Oarulat dijabat oreh
Bupati/Walikota dengan tugas dan tanggung jawab sebagai

(1) Membeikan petunjuk datam petaksanaan pensendatian

bencana asap akibat kebaka€. huran dan tahan di

(2) Membe kan arahan kepada Kepata BPBD agar
melakukan k@rdinasi, keqasaha dan memEntuk
Satgas pengendatian bencana asap akibar xeoaxaran

hutan dan lahan diwilayah yang rerr(ena bencana.

Forkompimda Kabupaten/Kota membantu dan membedkan

saran kepada Bupati/Walikota serta melaksanakan koordinasi

dengan jnstansi lerkait sesuai lugas dan fungsinya datam
pengendalian ben€na asap akibat kebakaEn hutan dan Enan.

Komandan Satuan Tlgas OperasiTanggap Oarurat.

(1) Dansatgas OpebsiTanggap Darulat dijabal oteh pejabar

yans dithjuk dengan tugas dan ranggung jawab sebasai

b)

(a) Memimpin unsur-unsur satuan dan peEraran yang

te€abung dalam Satlan Tugas OpeEsi langgap

Darulal, ke daeEh kebakaEn hutan dan tahan

sesoai hasil penilaian dan tim analis maupln

berdasarkan pada skala boncana yang ditetapkan

(b) lvlengendalir€n dan mengkoordinasikan tugas dan

Satgas Operasi Tanggap Darurat dengan unsur-

unsur lain yang tedibat daiam pengendatian

bencana asap akibat kebakaran hutan dan tahan

agar i€r€pai hekanisme kerja ydng hamon6,
efehif dan eiisien.



t2)

{1)

(c) N4eren€nakan dan menggunakan anggaEn
APBN dan APBD yang disatuftan metatui BPBD

dalam pengendatian ben€na asap akDar
kebakaran hutan dan tahan untuk kebutuhan
p€laksanaan tugas Sargas Opebsi Tangsap

Dansatgas Operasi Tanggap DarlEt datam potaksanaan

Ugasnya benanggung jawab kepada Blpali/Watikota.

Komandan Saroan Tlgas Op€rasiTanggap Darurat.

Wadan Satgas dijabar oteh pejabar yang dnunjuk densan
tugas kewajiban sebagai beikut :

(a) Membantu Danstsas operasi Tanggap Darurar

untuk menggerakkan unsuFunsur sauan dan

@raralan vang tergabung datam saEas ope€sl
Tanggap Darurat, ke daeGh b€n€na sesuai hasil

analisatim analis maupun berdasarkan pada skata

ben@na yang ditelapkan Pemerinlah.

{b) Membanlu Dansatgas OpeEsi Tanggap Darlrat
dalam mengendaiikan dan mengkoodinasikan

tugas Salgas Ope.asi Tanggap Darurar maupun

unsuFunsur lain yang te ibat dalam pengendatian

bencana agar ler€pai mekanisme keda yans

harmonis, efeKif dan efisien.

(c) Membanlu Oansatgas Operasi Tanggap Daru€l

daram merencanakan kebLxuhan anggaGn

opemslonal salgas operasi Tanggap Darurar.

(d) Mengkoodin unsur Staf Satgas Operasi Tanggap

(2) wadan Salgas dalam pelaksanaan tugasnya

berranggung jawab kepada Dansargas op€rasi Tanggap

Kepala Tim Asisiensi Keuangan.

(1) Kalim Asistensi Keuansan dijabat oleh Kepala BPKP

PeNakilan Provinsi Riau dengan tugas dan tanggung
jawab sebagai bedkutl



0

s)

Membe anggaran 
tetah dibuat Satgas OpefasiTanggap Oarurat

(b) Menbeikan asjstensi keuangan bftadap
anggaran yang telah dibual oieh satgas operasi
Tanggap Darurat dan muhi tahap peEncanaan,

petaksanaan dan pertanggung jawaban,

(c) Melaksanakan evatuasi rerhadap penggunaan

anggaran oteh salgas op€rasiTanggap Datu€I.
(2) Kalim Asistensi Keuangan datam petakenaan rugasnya

bertanggung jawab kepada oansalgas operasi Tanggap

11) Kasi Intelijen dijabat oteh pejabat yang ditunjuk dengan

lugas kewajiban sebagai bedkut:

(a) MeEncanakan dan metaksanakan pensawasan

langsung maupun tidak tangsung tehadap seturuh

kegiatan peFonet mititer, LSM atau orga.iesi tain

yang terribat datam operasi Tanggap Daru€t
pengendalian bencana aep akibat kebakaran

hutan dan lahan

(b) l,4eren€nakan dan melaksanakan pengamanan

peBonel, maleiil dan logistik wilayah yang

disalu*an melatui Satgas Operasi Tanggap

Daruat pengendalian ben€na asap akibat

kebakaran hutan dan lahan.

(c) Mencai dan mengumpulkan bahan keterangan

tenlang perkembangan siluasi yang berkaitan

dengan kebakaEn hutan dan lahan (karhutta).

(d) Memberikan sa€n dan infomasi intelijen kepada

Dansalgas Operasi Tanggap Da.urat

pengendalian b€ncana asap akibat kebakaan

hutan dan lahan

(2) Kasi Intelijen dalam pelaksanaan lugasnya berlangglng

iawab kepada Dansatgas Operasi Tanggap DaruEt.

(1) Kasi opebsi dijabal oleh pejabat yans ditunjuk dengan

tugas kewajiban *bagai b€ikLx:



n)

l4eren.anakan, mengatur dan mengendatikan

seluruh personet, mareriit dan kegiaran unsuc
unsur Satgas Opelasi Tanggsp Darurar.

(b) Membual taporan perkembangan hasil

peEksanaan tugas sargas opeEsi Tanggap

(c) Meenc€nakan dan menentukan disposisi sarsas
Operasi Tenggap Darurat.

(d) [4emberika. saran dan infomasirenrans rcsE.an
operasi pengendatian b€ncana asp akibal

kebakaran hulian dan tahan kepada Oansalgas

Operasi Tanggap OaruEi.
(2) Kas Opebsi datam petaksanaan tugasnya bertanggung

jawab kepada Oansatgas Operasi Tanggap Datural.

Kepala Seksi Administrasi dan Logisrik.

(1) Kasi Adminjstrasi dan Loglstik diabal oteh p€iabat yang

dilunjok dengan tugas kewajiban sebagai b€.jkut:
(a) Meren€nakan dan metaksanakan kesiaran

pemeliharaan kekuatan sena keblluhan peEonel

temasuk lenaga F€ngganti datam iangka

mendukung tugas satgas op€fasi Tanggap

(b) Merencanakan, mengkoordinasikan dan

mengawasi pelakenaan kegiatan yang

berhubungan dengan administrasi, peEonet dan

(c) Me€ncanakan dan mensajukan pemohonan

perbekalan dan matedal untuk memenuhi

kebuiuhan operasional Satgas Ope€si Tanggap

(d) lverencanakan, mengawasi dan mengendatikan

penerimaan dan pendistdbusian togisrik Sargas

opeEsiTanggap Dar!€t
(e) Meren@nakan, mengal,asi dan mengendatikn

kegralan penyediaan fasilitas, p€layanan jae dai
angkulan Satgas Operasi Tanggap Darurat

(r) l4enber kan pelayanan dan per,aw.ran Dengungsi

selama dirempat pengungsian.



Membeikan saran dan infomasitentang per

dan togislik opeEsi pengendatian ben€na asp
akibat kebaka€n hutan dan tahan kepada
oansatgas Op€.asi Tanggap Daru€l.

(2) Kasl Adminisrrasi dan Logisrik datam ptaksanaan
tugasnya bedanggung jawab kepada Dansatgas operasi
Tanggap Darurar.

i) Kepara Seksi Keuangan.

(1) Kasi Keuangan dijabatoteh peiabaryans ditunjukdensan
rugas kewajiban sebagai beikur:
(a) ft4erencanakan dan mensajukan kebutuhan

anggaran untuk memenuhi kebutuhan op€.asional

Sargas Operasr ranggap Daturai

(b) Menyiapkan adminisr€si p€nanggungjawaban

keuangan.

(c) Meneliti dan mengaMsi penggunaan ansgaran

dari Satgas Operasi Tanggap Daruar.
(d) Meneima, menyimpan dan menyaturkan dana

kebubnen anggaran masing-masing satgas.

i2) Kasi Keuangan datam petaksanaan tugasnya

berlangglng jawab kepada Dansalgas op€€si Tanggap

Daru|al.

j) Kepala Tim Analis.

(1) Katim Analis dijabat oteh pejabat yans diiunjuk densan

tugas kewajiban *bagai berikut:

(a) Memimpin dan menqendalikan unsuFunsur yang

leEabung dalam tirn analis.

lb) Mengkoordinir pelaksnaan mapping, suNei dan

pendataan sena memprediksi metatui satetil atau

p€sawat uda6 ke daerah rawan/potensi

kebakaran hutan dan lahan (tennasuk

perambah huran).

(c) Memimdn tim melakukan analisa terhadap data

guna menenlukan koord'nat rawan timbulnya titk
api, seranjutnya melaporlcn hasitnya ke

Dansatgas OperasiTanggapDarurat.

(d) Membe kan lapoan/rekomendasi kepada

Gubernu unluk dijadikan sebagai dasar

penetapan status.



Mensajukan keburuhan anssa€n oaram
peEksanaan tugas tim anatis kepada oansatgas

Ope€si Tanggap Darurar.

(2) Katim Analis daam pelaksanaan rlgasnya benanggung
jawab kepada Oansatgas OperasiTanggap Darural

KePala Tih Penerangan.

(l) Katim Penerangan dijabat oteh pejabar yang ditunjuk

oengan tugas dan tanggungjawab sebagaibenkut:
(a) rMemimpin unsuFunsur saruan dan peratalan t€ng

leeabung datam lim pene.angan untuk

mendukung petaksanaan tugas salgas operasi

Tanggap Darulat.

(b) [lengendalikan dan mengkoordinasikan rugas

lugas tim penerangan dengan unsuFunsu tainnya

daram rangka mendukung satgas operasi
Tanggap Darurat.

(c) Mengeluad€npenyal,aanresmi/OfficiatStatement

lentang ben€na maksimal 30 merit setetah

(d) Mengajukan kebotuhan anssaran datam
pelaksanaan tugas lim penerangan kepada

Dansalgas Ope@si Tanggap Datu€t.
(e) l,4empublikasikan selutuh kegiatan pengendalian

bencana asap akibal kebakaran hulandan lahan.

(i) Mendokumentaslkan seuruh keglatan Satgas

Operasi Tanggap Darural pengendatian bencana

asap akrbal kebaka.an hutan dan lahan balk

dalam benluk tolo, video maupun kliping berita.

(g) Melaksanakan pelayanan tefiadap seluruh media

Menyiapkan media @nier sebagar sarana

ii. Menyiapkan posko wartawan dengan

belbagai tasilitas pendukungnya

pelaksanaan jurnalislik yang dllakukan ol€h

awak media dalam meliput kegialan Sa(gas

opeGsi Tanggap DaruEl pengendaliai



m)

b€n€na asap akibar kebakaran hutan dan

lahan.

(2) Kalih PeneEngan datam p€laksanaan tugasnya

b€.tanggung jawab kepada Dansatgas Ope€si Tanggap

Komandan Satuan Tugas Pemadam Api

{1) Dansatgas Pemadam Api dijabar oteh p€tabat yang

dilunjuk dengan tugas kewajiban sebagai benkur:

(a) Memimpin dan mengendalikan unsuFunsur yang

tergabung dalam satgas Pemsdam Api.

rb) Mengloordnr pelalsnaan pemadaman apr yang

dilaksanakan oteh Sub Satgas Darar, Sub Satgas

Udaradan Sub Satgas PRCPBTNtdan POLR|.

(c) Mengajukan kebutuhan anssaran datam

pelaksanaan iugas Satgas Pemadam Api kepada

Oansalgas Operasi Tanggap Daru€t
(2) Oansalgas Pemadam Api dalam pelaksanaan tugasnya

bedanggung jawab kepada Dansatgas Operasi Tanggap

Komandan Sub Sallan Tugas Da6r.

(1) Dan Sub Satgas Dalat dijabat oleh pejabal yang dirunjuk

dengan lugas dan langgung jawab sebasai b€,ikut :

(a) [,lemimp'n unsuFunsur satuan dan peratakn yang

teqabung dalam Sub Satgas Da6r ke daerah

yang telbakar*suai hasil analisa daritim analisis

maupun berdasa*an infomasi dari sub satgas

(b) l,4engendalikan dan mengkoodlnasikan tugas Sub

Sa$as DaEl dengan unsLFunsur lain t€ng
ledibat dalam pengendalian bencana asap akibat

kebakaan huian dan lahan,

(c) Melakukan evakuasi penduduk yang menganc€m

jiwadan rumah akibal kebakaran hulan dan lahan.

(2) Dan Sub Satgas DaEt dalam pelaksanaan tugasnya

beda.ggung jawab kepada Dansatgas Pemadam Api.



n) Komandan Sub Saruan Tugas Uda€.
(1) oan Sub Sagas Udara diabatoteh pejabar yang diiunjuk

densan tLiqas dan rangguns jawab sebaFi benKor:
(a) Memihpin unsuFuns0/ stuan dan pera,d6n yang

iegabung datam Sub Satgas Udara ke daeEh
benc€na sesuai hasil anatisa dad rim anatis
maupun berdasa(an pada skata bencana yang

ditelapkan Pemeriniah

(b) fi,lengendatikan dan mengkoodinasikan tugas Sub

Satgas Udara dengan unsuFunsur tain datam
pengendatian benc€na as3p akibat kebakaran

hutan dan tahan agar lercpai mekanjsme keda
yang harmonis, efeKif dan ersien.

(2) Dan Sub satgas lJdara datam petaksanaan tusasnya
bertanggung jawab kepada Dansatgas pemadam Api.

Komandan sub satuan Tugas pasukan Reak€i cepat
Penanggulangan Bencana (PRCPB TNt & POLRD.

(1) Dan Sub Satgas PRCPB dijabar oteh pejabat yang

dilunjuk dengan tugas dan ransgung jawab sebasai

(a) lvemimpin unsucunsor satuan TNt & pOLRt *rra
pefatalan yang te€abung datam Sub Satgas

PRCPB ke daerah bencana sesuai hasit penitaian

dari tim analis maupun berdasa*an pada skata

ben@na yang diietapkan Pemerintah.

(b) Mengendalikan dan mengkoordinasikan tusas sub

Satgas PRCPB dengan Satgas pemadam Api

maupun unsuFlnslr lain dalam pengendaiian

benc€na asap akibat kebakaran hulan dan tahan

agar tercapai mekanisme keia yang hahonis,
eieklil dan efisien

(2) Dan Sub Salgas PRCPB TNt & POtRt datam

peraksanaan rugasnya bedansgung jawab kepada

Dansalgas Pemadam Api.

Komanda. Saluan Tugas Penegakan Hukump)



(1) Dansa(gas penegakan Hukum drjabat oteh p€jabar yang

dtunjuk dengan tugas dan ianggung jawab sebagai

(a) t!4emimpjn unsuFunsur satuan dan p€tataran yang

leBabug datam Satgas penegakan Hukum.

unruk mendukung petaksnaan tugas Satgas
operasi TansgapOarurat.

(b) Mengendatikan dan mengkoordinasikan tugas-

tugas Satgas Penegakan Hukum dengan unsuG

unsur tainnya datam €ngka mendukung Salgas

Ope€siTanggap Oaru€1.

(c) Mengajukan keburlhan angga€n datam
petaksanaan tugas satgas penegakan Hukum

kepada Dansatgas OpeEsi Tanggap Daru.ai.

(2) Dansatgas Penegakan Hukum datam petaksanaan

ugasnya benanggung jawab kepada oansatgas opeEsi
Tanggap Darurat.

q) Komandan Satuan Tugas PeEwaran dan pelayanan

(1) Dansatgas Perawalan dan Pelayanan Kesehaian dijabat

oleh pejabat yang ditunjuk dengan tusas dan tanggung

jawab sebagaibeikui:
(a) Memimpin unsuf-unsur satuan dan peralaran yang

te€abung dalam Salgas P€rawatan dan

Pelayanan Kesehatan untuk mendukung

pelaksanaan tugas Sa(gas Operasi Tenggap

(b) Mengendalikan dan mengkoordinasikan rugas-

lugas Salgas Perawakn dan Pelayanan

Kesehalan dengan unsuFunsur lainnya dalam

€ngka rnendukung Satgas OpeEsi Tanggap

(c) Mengajukan kebuluhan angsaEn datam

pelaksanaan tugas Salgas Perawatan dan

Pelayanan Kesehatan kepada Oansatgas Ope€si

Tanggap Darural.

(2) Dansatsas Peawaran dan Pelayanan Kesehaian datam

pelaksanaan lugasnya benanggung jaMb kepada

Oansalgas Opelasi Tanggap Daruiat.



3) Tingkat Kecamatan.

a) Penanggung Jawab Operasi Tanggap Darurat dijabat oleh

BupatiMalikota dengan tugas dan tanggung jawab sebagai

berikut:

(1) Memberikan petunjuk dalam pelaksanaan pengendalian

bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di

Provinsi Riau.

(2) Memberikan arahan kepada Kepala BPBD agar

melakukan koordinasi, keriasama dan membentuk

Satgas pengendalian bencana asap akibat kebakaran

hutan dan lahan diwilayah yang terkena bencana'

b) Muspika membantu dan memberikan saran kepada

BupatiMalikota serta melaksanakan koordinasi dengan instansi

terkait sesuaitugas dan fungsinya dalam pengendalian bencana

asap akibat kebakaran hutan dan lahan.

c) Komandan Satuan Tugas OperasiTanggap Darurat.

(1) Dansatgas Operasi Tanggap Darurat dijabat oleh Camat

dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

(a) Memimpin unsur-unsur satuan dan peralatan yang

tergabung dalam Satuan Tugas Operasi Tanggap

Darurat, ke daerah kebakaran hutan dan lahan

berdasarkan pada skala bencana yang ditetapkan

Pemerintah.

(b) Mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas dari

Satgas Operasi Tanggap Darurat dengan unsur-

unsur lain yang terlibat dalam pengendalian

bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan

agar tercapai mekanisme kerja yang harmonis,

efektif dan efisien.

(c) Merencanakan dan menggunakan anggaran

APBN dan APBD yang disalurkan melalui BPBD

dalam pengendalian bencana asap akibat

kebakaran hutan dan lahan untuk kebutuhan

pelaksanaan tugas Satgas Operasi Tanggap

Darurat.



12)

(1)

Oansatgas OpeGsi Tanggap Oarurar datam petaksanaan

ugasnya benanggung jawab kepada Bupati/watikoh.
Komandan Satuan Tugas OpeEsiTanggap Oaru€t
wadan Satgas diabal oleh pejabar yang ditunjuk densan
lugas kewajiban sebagai beikut :

(a) l4embantu Dansatgas OpeEsi Tanggap Darurar

unuk menggerakt€n unsur-unsur satuan dan
pe€latan yang ergabung datam Satgas Operasi

Tanggap DaruEt, ke daerah ben€na berdasaftan

pemenntah.

(b) Membanlu Dansargas Op€lasi Tanggap Darulat
daEm mengendatikan dan mengkoodinasikan

lugas Satgas Operasi Tanggap Darurat maupun

lnsuFlnsur |ah yang tedibat datam pengendatian

bencana agar te@pa, m€kanBm€ keja yans

ha.monis, eiektif dan etisien.

(c) Membantu Oansatgas Operasi Tanggap Daru€t
dalam merencanakan kebutuhan anggahn
operasioDal Satsas Ope€si Tanggap Darurat

(d) Mengkoodinir unsu Staf Saigas OpeEsiTanggap

(2) Wadan Satgas dalam petaksnaan rugasnya

benanggung jawab kepada Oansaigas OpeEsi Tanggap

Komandan Satlan Tugas Sosialisasi.

(1) Oansatsas Sosialisasi diabal oteh pejabat yang

ditunjuk densan tugas dan tansgung jawab sebagai

(al Memimpin unsorunsur satuan dan pe€lalan yang

lergabung dalam satgas sosiatisasi. untuk

mendukuns pelaksanaan tugas Satgas Operasl

Tanggap Darutat.

(b) Mengendalikan dar mengroodinas €n rugas-

tugas Satgas Sosialisasi dengan unsur unsur

annya dal€m rangka mendukung sargas operail
Tanggap Oa.urat.



f)

s)

Mengajukan kebutuhan angga€. oaram

petaksanaan tugas satgas sosiatisasi kepada

Oansaigas Ope.asi Tanggap Darulat.

(2) Dansatgas Sosialisasi daram petaksanaan rugasnya

benanggung jawab kepada Dansargas operasi Tanggap

Komandan Saluan Tlgas Pencegahan.

(1) Dansatgas Penegahan dijabal oteh pejabqr yang

ditunjuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai

(a) Memimpin unsur unsursatuan dan peralaran yang

relgabung datam satgas Pen€gahan, untuk

mendukung perarsanaan tugas sargas ope€si
Tanggap Daru€t.

(b) Mensendalikan dan menskoordinasikan tugas-

tugas Satgas Pencegahan dengan unsuc

unsur lainnya dalam Engka hendukung Satgas

Operasi Tanggap Oarurat

(c) Mengajukan kebutuhan angsaran datam

peraksanaan tugas satgas Pen@gehan kepada

Dansatgas Operasi Tanggap Darurat

(2) Dansatgas Pencegahan dalam pelakenaan lusasnya

bedanggung jawab kepada Dansatgas Operasi Tanggap

Komandan Satuan Tugas Penegakan Hukum

(1) Oansatgas Penesakan Hukum dijabal oleh pejabat yans

dnunjuk dengan tugas dan langgung iawab sebagai

(a) Memimpin unsuFunsu $tuan dan peralatan yang

teqabung dalam Salgas Penegakan Hukum

unluk mendukung pelaksanaan lugas Satgas

OperasiTanssap DaruEi.

(b) lvengendalikan dan mengkoodinasikan tugas-

lugas Salgas Penegakan Hukum dengan unsu.

unsur lainnya dalam 6ngka mendukung Satgas

Operasl Tanggap Darural.

(c) Mengajukan kebutuhan anggaran daran

pelaksanaan tugas Satgas Penegakan Hukum

kepade Dansatgas Operasi Tanggap Daru€t.



Dansatgas Penegakan Hlkum datan peraKsanaan

ugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas ope€si
Tanggap Oaiu6t

h) Komandan Saluan Tugas Baniuan

(1) Dansatsas Bantuan dijabsr oleh pejabar yang dhunjuk

dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

(a) l\,lemimpin unsu.unsu satuan dan p€ratatan yang

leEabung datam ssrgas Banruan untuk

mendukung petaksanaan tugas Satgas Ope€si
Tsnggap Oarurat.

(b) l4ensendatikan dan mengkoordinasikan tugas-

lugas Satgas Bantuan dengan unsur-unsur tainny€

daram Engka mendukung Sargas OpeEsi

Tanggap Darurar.

(c) Mengajukan kebuluhan angga€n darad
pelaksanaan tugas Satsas Banluan kepada

Oansalgas Op€lasi Tanggap DaruEl
(d) l',lelakukan evakuasi penduduk yang mengancam

l|wa dan rumah akibat kebal,aran hulan dan tahan.

(2) Dansatgas Banluan dalam p€laksanaan tugasnya

berlanggung jamb kepada Dansatgas operasi Tanggap

Tingkat Desa/XeluEhan.

a) Penanggung Jawab Ope.asi Tanggap Oarurat drjabat oleh

Camatdengan lugas dan langgung jawab sebagai b€nku1:

(1) Memberikan pelunjuk dalam peraksanaan p€ngendalian

ben€na asap akibai kebakaran hutan dan lahan di

(2i Melakukan Koordinasi dengan Kepala BPBO dan

membentuk Saigas F€ngendalian ben€na asap akibal

kebakaEn hutan dan iahan di wilayah yang terkena

Komandan Satuan Tugas Ope€siTanggap OaruEt.

(1) Dansatgas OperasiTanggap DaruEl diabat oleh Kepala

Oesa/Lumh dengan lugas dan tanggung jawab sebagai

b)

(a) Memimpin 
'rnsu.unsur 

saiuan dan peralalan yans

tegablng dalam Saluan Tugas Op€lasi Tanggap

Daru€t, ke daeah kebalaran hutan dan lahan



berdasarkan pada skala ben€na yang ditetapkan

Pemerintah.

(b) Mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas dai
salgas operasi Tanggap Darurat dengan unsur
unsu lain yang terlibat datam pengendatian

b€ncana asap akibat kebaka.an hulan dan iahan

agar rercapai mekanisme keda yang harmonis,

efektif dan eiisien.

{c) lre€nqnakan dan menggunakan anggaran

APBN dan APBD yang disatuftan metatui BPBD

dalam pengendatian ben€na asap akibal

kebalaran hutan dan tahan untuk kebutuhan

pelaksanaan tugas Salgas operasi Tanggap

Darurat.

(2) Dansalgas OpeasiTanggap Oarurat datam petaksanaan

tugasnya bedanggung jawab kepada camat.

Wakil Komandan Saluan Tugas Operasi Tanggap DaruEt.
(1) Wadan Salgas dijabal oleh pejabai yang ditunjuk dengan

lugas kewaiiban sebagai beikut :

ia) Membantu Dansatgas Ope€si Tanggap Oaru€t

untuk menggerakka. unsuFunsu. satuan dan

peralatan yang tergabung dalam satgas ope,asi

Tanggap Darural, ke daerah benena bedasadcn

vang

Pemerintah.

(b) Membantu Danstgas Operasi Tanggap Daturat

dalam mengendalikan dan mengkoordinasikan

tugas Satgas Opelasi Tanggap Daru€t maupun

unsuFunsw lain yang terlibat dalam pengendalian

bencana a9 lerc€pai mekanisme kela yang

harmonis, eteKif dan efisien.

(c) Membantu Dansatgas Operasi Tanggap Daru€t

dalam me@ncanakan kebuluhan anggarai

op€Esional satgas opeEsi Tanggap Daru€t.

(d) Mengkoodinir unsur Staf Satsas Ope€siTanggep

(2) Wadan Satgas dalam pelaksanaan tugasnya

bertanggung jawab kepada Oansatgas Ope6si Tanggap



e) Komandsn Saiuan Tugas Sosiatisasi.

(1) Dansalgas Sosiatisasi dijabal oteh pejabar yang

ditunjuk dengan tugas dan tanggung jawab sebag.i

(a) Memimpin unsuFunsur saluan dan perataian yang

leqabung dalam SaQas Sosiatisasi, untuk

mendukung petaksanaan lugas Satgas Operasi

Tanggap Derurat

(b) Mengendalikan dan mengkoordinasikan rusas-

lugas Salgas Sosialisasi dengan unsuF unsur

lainnya datam 6ngka mendukung Satgas Operasj

Tanggap Daru€t.

(c) ltlengajukan kebutuhan anggaran datam

pelaksanaan iugas Salgas Sosiatisasi kepada

Dansagas Operasi Tanggap Darurar.

(2) Oansalgas SGiarisasi datam petaksanaan lugasnya

bedanggung jawab kepada Dansalgas OpeGsi Tansgap

r) KomandanSatuanTugasPencegahan.

(l) oansatgas Pencegahan diabat oteh pejabat yang

dilunjuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai

(a) Memimpin unsur-unsur satuan dan pelatalan yang

teqabung dalam Salgas Pencegahan, untuk

mendlkung pelaksanaan tugas Satgas Operasi

Tan99ap Darurat

(b) Mengendalikan dan mengkoodinasikan togas-

tugas Salgas Pencegahan densan unsuF

unsur lainnya dalam rangka mendukung Satgas

OpeEsi Tanggap oarurat

(c) Mensajukan kebutuhan angsaran datam

peJaksana an iu gas Salgas Pencegahan kepada

Dansatgas Opsrasi Tanggap Oaturat

(2) Dansatsas Pencesahan dalam pelakenaan togasnya

berlanggung jawab kepada Dan€lgas Operasi Tanggap

Dar!rat.



Komandan Satuan Tugas Banruan

(1) Dansa&as Bantuan di,abal oteh pejabat yans dnunjuk
dengan tugas dan ranggung jawab *bagai bsikur
(a) Memampin unsuFumur saruan dan p€ratalan yary

lsrgabung datam sargas aa uan untuk
mendulong petafsanaan tugas sargas opefasi
Tanggap Darur6t.

(b) Mengendatikan dan mengk@dinasikan tugas-

tugas SaQas Bantuan d€ngan unsuFunsu tainnya

datam Engka mendukung Sabas Op€.asi

Tanggap Darurat.

(c) Mengajukan keburuhan anggaran datam

p€laksanaan tugas Satgas Bantuan kepada

Dansatgas Operasi Tanggap Darurat.

(d) Melakukan evakuasi penduduk yang m€ngancam
jiws dan rum6h akibar k€bakaran huian dan hhan.

(2) Dansstgag Bantuan dahm petaksanaan iugasnya

bedanggung iah€b kepada Dansa€as Opefasi Tanggap

1) Masing-masing SKPD tingkat Prcvinsi/r€bupatsn/Kora dan instansi

terlcit melal€anakan Ugas dan fungsi s€suai bidangnya.

2) Pada lahap pasca ben@na uraian pslaksanaan tugas sudah leru€i
dad mulaiiahap Ehabilitasi sampai dsngan iahap rckonstubi.



8AB 
PELAKSANAAN

Konsep pengendalian kebakaEn hutan dan lahan di provinsi Riau s€ca6 terpadu
mulai tingkal Kabupaten/Kora sampai dengan prcvinsi ditaksanakan dengan riga
tahap kegiatan mulai dad lahap P€ Bencana, Saat aenena sampaidengan pasca

Tahapan pengendalian boncana kebakaran huran dah tahan.

1) PencegahandanMitigasi

2.

a)

0

c)

Mengoplimalkan peranskat desa datam metaxsana€n

anlisipasi kebakaran hutan dan tahan dan ingkat desa sampai

tinglat Kabupa€dKota oleh Kepata Oesa, Camat dan

Melakukan pengecekan sarana dan p€sarana pengendatian

kebahdra. iutan dan ahan seperi jalen, jembara.. sungai,

kanal, embung, sekalbakarjalurkuningdan sekat bakar jatur

hijau oleh instansile.kait, Aparatdes sampai dengan tingkat

Pengaktifan peralatan pemadaman yang dimiliki pada seiiap

tingk€tan, temasuk luanggala Agni, Tim Realsi Cepat, Reg!

Pemadam Kebaka€n (Regdam) di SKPD maupun RPK

Update inromasi/rcvisi tedadap peta rawan kebaka€n, yang

dimiliki masing-masing sektor (Lingkungan Hidup, AMKG,

Membentuk pos lerpadu di masing-masing dae€h yang rawan

kebaka€n yang unsumya terdti dari Dinas Kehutanan, Oinas

Perkebunan, Manggala Agni dan Masyarakat PeduliApi (MPA),

Regu Pemadam Kebakaran (regdam), Tim ReaksiCepal Satpol

PP dengan menulup akses jalan/kanal ke kawasan

konseryasi/huian lindung &n demasang tanda larangan masuk

Membuat Bl@king pa lpadt alam didaerah rawan kafiutla

untuk menjasa keteEediaan ar pada musim kemarau guna

memudahkan usaha pemadaman dini kebakaran dilapangan.



g) Penyediaan peratatan komunikasi datam penenmaan dan
penyebarluasan lnfo.masi tentang kebakaran (termasuk hol
spot) sepe'lihandy ratky, intemet, tetepon dan mesinfarimite.

h) l\,4elaksanakan penyutuhan dan sosiatisasj murai ringkat desa

sampar dengan ungkat P.ovinsi dan xabupaten/Kota tenrang

pencegahan kebakaEn hutan dan tahan oteh Insiansi terkait

dibawah koodinasi BPBD Provinsi dan Kabupaten/Koia.

i) Melakukan monilo ng/pal.otidarat dan ldara didaeEhia€rah
€wan kebakaran hltan dan tahan oteh pusdatkahula BpBo
Provinsi dan Kabupaten/Kota

D Melakukan kegiatan penyetidikan dan penyidikan te adap
pelaku pembaka., perambah hutan dan lahan serta ilega]

|ogging

k) Melakokan penertban teihadap SKT yang letah

diteditkan oleh Kepala Oesa/Lurah.

l) Koodinasi dengan dinas/instansi reknis datam kesiapsiagaan

pelalalan, sumber daya manusiadan anggaran.

m) Melaksanakan kampanye kesehatan di$luruh witayah keia.
n) l\,lembuat peta geomedik daerah awan ben@na disgrjap

Kabupaien/Kora.

o) fi,lelakukan monitoring/palrcli dakt dan udara didaeEh{aerah
iawan kebakaan obh Pusdalkarhutla BPBO Pmvinsi dan

Kabuparen/Kota.

p) Menyusun dan menyeba uaskan pedoman/protap

penanggu|angan ben€na.
q) Invenla.isasi sumber daya kesehalan/pemedntah dan swasta

r) Membenluk dan mengembangkan lim Gaksj cepat.

s) Melakukan kesiatan penyelidikan dan penegakan hukum

terhadap pelaku petambah hulandan lahan se€6 ilegal.

t) l4embentuk pusat data dan inromasi penanggulangan ben€na

diseliap Kabupaten/Kota.

u) Melengkapi saiana/tasilitas yang dipedukan termasuk

mengembangkan sislem komunikasi dan iniomesi di

Kabuparen/Kota.

v) Melakukan moniioring dan evaloasi ierhadap pelaksanaan

penanggulangan kesiapsiagaan bencana.



w) Mengadakan koordinasi tintas program dan tintas *ktor yang

m€liputi singkronisasi kegiatan penanggutangan ben€na
dengan pusat dan Kabupaten/Kota.

2)

Memaslikan kegiatan anrisipasi ierhadap kebakaran nnan dan

lahan dad tingkal Oesa sampai tingkar Kabuparen/Kola oleh

Kepala Oesa, Camatdan Bupati/watikora.

Memaslikan bahwa sa.ana dan piaerana pengendatian

kebakaran hdan dan tahan seperti jatan. jembaran, sungai.

kanal, embung, sekat bakar jallr kuning dan *kst bakar jatur

htau oleh instansi terkait, ApaEt Desa sampai dengan tingkat

Kabupaten bedungsi dengan baik.

i,{emastikan peralatan pemadaman yang dimitiki pada setiap

thgkalan l6frasuk Manggata Agni, Tim Reaksi Cepal, Regu

Pemadam Kebakabn (Regdam) di Sarlan Keda peGngkar

Daerah (SKPD) maupun Regu Pemadam KebakaEn (RpK)

Perusahaan bedungsi dengan baik.

r',,lemastikan infomasi/rcvisi terhadap pera Ewan kebakaran,
yang dim iki pada masing,masing seklor (BMKG. ALH,

Kehuranan) te ah terupdare

Telah terbenluk pos terpadu di masing-masing daerah y€ng

rawan kebakaran yang unsumya rerdiri dai Manggata Agni dan

Memaslikan penyediaan peralalan komunikasi datam

penenmaan dan penyeba.luasan hfo.masi tentang kebakaran

(temasuk hol spo0 sepedi handy talky, intemet, telepon dan

mesin faximile telah b€rfungsidengan baik.

Memastil€n penyLlluhan dan sosialisasi telah dimengedi dan

dipahami mulai iingkat desa sampai dengan tingkat

Kabupaten/Kota tenlang penegahan kebakaran huEn oan

lahan oleh lnslansi te(ait dibawah koordinasi BPBO Povinsi

Meningkalnya kemampuan Tim Operasi TeQadu/Tansgap

Daru.ai dalam pengendalian bencana asap akibat kebakaran

Memastikan monitoring/patroli di daerahiae.ah rawan

kebakaran oleh Satgas Opelasi lerpadu/Tanggap Darumr

BPBD Povinsi dan Kabupaten/Kota tetah ditakukan.

s)

e)

f)



koordinasi dengan dinas,4nsransi

teknis dalam kesiapsiagaan peratatan, sumber daya manusia

dan anggaran tetah beiatan.

k) Metaksanakan petarihan renaga keseharan di Kabupaten/Koia.
l) Membuat €ncana konlnjensi.

m) llenyetenggarakan pelatihan temasuk ddatamnya gJadi posko

dan gtadiiapangan dengan metibatkan semua unit terkait

n) Petaksanaan pengendatian Kebal.a€n Huran dan Lahan pada

saat pla aencana ditaksanakan oteh pusat pengendatian

Kebakaran Hutan dan Lahan (pUSDALKARHUTLA).

o) Pada $al Ben@na, ditandai dengan ditetapkannya siaga
daruEt, tanggap darurat dan a€u FEmutihan darurat

Pusdalkafiutla setanjurnya metebur menjadi pos Komando.

p) Penjelasan tebih ianjut tenrang pusat pengendalian KebakaBn

Huran dan Lahan (PUSDALKqRHUTLA) diarur datam peralu.an

Gubernur.

1) Pencegahan dan Mitigasi

Menindaklanjuti kegiatan-kegiatan pencegahan, Mitigasi dan

Kesiapsiagaan yang belum terlaksana pada tahan PE Ben€na
berdasaft an skala prioritas,

2) Siaga OaruatBencana

a) l\4enyusun dan menetapkan oqanisasi Pos Komando Tanggap

Daru.at pengendalian kebakaran hutan dan tahan tingkat

Provinsi melalui Keputosan G!bernur.

b) Menyusun Rencana operasi Siaga Oarurat Pengendatian

Kebakaran Hulan dan Lahan diProvinsiRiau

c) Beircordinasi dengan Pos Komando KabupateMola

Mendirikan Pos Lapangan Opemsi Siaga OaruravTanggap

DaruEl pengendalian kebakabn hotan dan lahan iingkat

P.ovinsi.

c) Mensosialisasikan Inslruksi Gubernur te ait Pengendalian

Kebaka6n Hutan dan Lahan.

d) lvenyiapkan pelsonel dan materiil Satgas Operasi Siaga

DaruravTanggap Oa,uEt pengendalian kebakaran hutan dan

lahan tingkai Provlnsi

e) Penyediaan anggaan oleh BPAD Provinsi.

t Melakukan patrcli ke daerah alau tokasi tiuk api dan asap serta

melakukan pemadaman dini.



g) Menentukan tokasi rempat pengambitan ah
h) Membentuk Tim Gerak Cepat(TGC) Salgas Kesehatan.

i) lvelakenakan Rapid Heatrh Assessmenr (RHA)

j) Melaksanakan konsotidasi dan kesiapsiagaan insrirlsi
pelayanan kesehatan di Pmvinsi dan KabupatervKota.

k) Membuat Contigensi Ptan.

l) Mengumpulkan mengolah dan metaporkan data.

m) Melakukan k@rdinasi dengan instansi terkait di tingkal

Kabupaten/Kora, Pmvinsi dan Nasional

3) Tanggap Oa.lkt Benc€na.

a) operasi Pemadaman.

(1) Aidang OpebsiPemadaman DaEt

(a) Mendalangi tokasi tirik api dan asap se.ra

memaoamkannya.

(b) Membe kan inronnasi lokasiritik api dan asp ke

Sub Satgas Udara untuk ditaksanakan Waler

Aombing bita dipertukan.

(c) lvelokalisn dan metaksanakan pemadaman tirik

aprdan asap.

{d) Memaslikan tokasi yang sudah dipadamkan agar

tidak teqadi limbulnya kemba[ tnik api dan asap

yang baru.

(e) Memonilor dan mendokumeniasikan sebelum dan

sesudah hasilWater Bombing di lokasi titik api dan

asap.

(t Menyiapkan rute evakuasi korban dan

melaksanakan kegiatan evakuasi penduduk ke

(g) l4elaksanakan pensamanan di daerah bencana

dan pada pelaksanaan kegiatan pengungsian.

(h) Mencegah penduduk untuk memasuki daerah

yan9 mengaiami kebakalan.

(i) l\4engarnankan oEng yang diduga sebagaipelaku

pembakaian hukndan lahan seria ba6ng bukti.

0) MelapoRan selap peftembangan situasi yang

lerjadi pada Dansatgas Ope6si Teryadu/Tanggap

Darurat.



Bidang operasi Pemadaman UdaE

(a) Mengkoodinf porensi dirganhra yang akan

dikerahkan.

(b) fi,leiaporkan infonnasi kondisi cuaca, ho( spor oan
intomasi tainnya.

(c) Metakukan koordinasi dengan satgas operasi
Tepadu Tanggap Oatural.

(d) Melaksanakan patroti, pendataan dan foio udara
pembalakan tiardan tilik apidari udala.

{e) l\4elaklkan pengungsian medis dan evaKuasl

(D MelakukanangkuranpeEonetdanmatenitudara.

(9) Melaksanakan pemadaman ririk apidan titik asap

dengan bom air.

(h) r'/elakukan prcsespembuatan hujan buaran.

(i) Melaksanakan pengamanan pelatatan, fasititas,

sarana dan prasaE.a.

O Melapoi(an pe*embangan siluasi kepada

Oensatgas Operasi Terpadu/Tanggap DaruEt
(3) Satgas Pasukan Reaksi Cepat Penanggutangan

Bencana (PRCPB) TNI& POLRI.

(a) Melokalisn dan metaksanar,€n p€madaman ririk
aprdan asap.

(b) Membe.ikan infomasi lokasilitik api dan aep ke

Sub Satgas Udala untuk ditaksanakan Water

Bombing bita dipertukan.

(c) l,4emastikan lokasi yans sudah dipadamkan agar

lidak teiadi timbulnya kembali titik api dan asap

yang baru

(d) Melaksanakan pencaian, penobngan dan

evakuasi korban di daeEh te4adinya bencana

kebal€ran hutan dan lahan.

(e) Melaksanakan keg'atan evakuasr pengungsan

penduduk ke daerah aman.

(r) r,,lengamankan oEng yang diduga sebagaipetaku

pembakaEn hutandan lahan serta ba€ng bukti.

(g) Melaksanakan koodinasi dengan semua pihak

ieftait guna kelanca.an tugas di tapangan.



(h) Melapo.kan setiap pe embangan situasi yang

teiadi pada Dansatgas operasi Terpadu/Tanggap

DaruGl pemadaman titik api dan titik asap sesua'

Saigas Pasukan Reaksi Cepat Penanggutangan

Bencana (PRCPB) TNI & POLRT di BKO kan

dalam mendukung op€Esionat Pos Lapansan

(D

b) Bidang Penegakan Hukum.

(1) Melaksanakan penyetidikan dan mengumputkan

intomasi dan fakta,fakla ditapangan berkaitan

dengan kebakaran hutan dan tahan.

(2) Mendatangidan mensamankan tempat kejadian pekra.
(3) Melakukan pemeriksaan dilokasi kebakaran dengan ela

sobagai berikut :

(a) Menca dan mengumpulkan buktibukti di sekilar

TKP.

(b) Mencari saksisaksi di sekitar TKP

(c) l',4engambit sampte tanah aiau atar buKirain guna

Pemeiksaan labor forensik

(4) Mengembangkan p€nyidikan untuk dapat menentukan

€rsangKa.

(5) Melaksanakan sela. perkara tehadap kasus bencana

asap akibal kebakaEn hutan dan lahan beGama-sama

dengan pihak kejaksaan.

(6) Melakukan penanskapan penahanan, penyitaan guna

kepentingan penyidikan lindak pidana.

(7) Menyehhkan teBangka dan baEng bukli ke kejaksaan

untuk proses peradilan.

(8) lt{elakukan koordinasi dan kedasama densan pihak

terkait htuk kelan€kn penegakan hukum Gftadap

kasus benc€na asap akibat kebakaran hulan dan lahan.

(9) Melaporkan *tiap peRembangan situasi yang tedadi

dilapangan kepada Dansatgas Operasi Telpadu/Tanggap

c) Salgas Pe6watan dan Pelayanan Kesehatan.

(1) l\4engkoordinirseluruhbantuankes€hatan.

(2) Melakukan pengamatan erta penantauan iehadap

kondisi p€ncenalan uda6 dan dampak akibatasap yang



diperoteh dai BLH datam jangka wakru 24 jam seda

metaporkan hasi/nya kepada Dansatgas Op€rasi

Telpadu/Tanggap Darulat.

(3) Mengerahkan peEonet dan pelatatan medis sena
penunjukan rumah sakit rujukan yang berkailan dengan

kegiatan pensobatan dan penotongan ftedis seda
psikologi agar setatu siap dioperasionatkan.

(4) Mendiikan pos-pos kesehatan dan ktinik mobite

(puskesmas ketitins) ditempal yang re*ena dampak

kebakaran huian dan tahan.

(5) ltlembe kan rekomendasi kepada ketompok €nran untuk

tidak beraKititas dituar rumah.

(6) Metaksanakan ndakan pertama secara medis tefiadap
korban dan menyetenggarakan pstayanan kesehatan di

tapangan

(7) L.lelaksanakan pemetihaEan higienis dan sanitasi

re*haran di rin9kurgan PengLngsl
(8) l',4emetiha€ keterdiaan obat{baran dan peratalao

medis lainnva di rempal pengLngsian

(9) Melapo*an setiap pertembangan snuasi yang rededi

dilapangan kepada Dansalgas Operasi TeQadu.

3) Slalls Transisi Oaru€t ke Pemulihan

a) Memsstikan tilik api dan asap sudah tidak ada tagi berdasaftan

hasil pemantauan patroli udara maupun pakoli darat s.ta tim

b) Memastikan bahwa sa6na dan prasarana pengendatian

bencana asap akibat kebakaEn hutan dan lahan sepedijatan
jembaian, sungai, kanal, embung, sekat bakarjalw klnins dan

sekat bak jalur hijsu oleh Insiansi te.kail Aparat Desa empai
dengan tingkal Kabupaten masih berfungsi dengan baik.

c) Mengembalikan seluruh p€Bonel yang beEsal da ruar

P.ovinsi/Pusat dan mengganlikannya dengan peBonel yang

belasal dari daerah/kewilayahan unruk melanjutkan kegiatan

pemadaman litik apidan asap yang baru muncul.

d) Memasrikan seiuruh fasllitas umum dan kegiaran masya.akar

sudah berjalan nomal.



e) Melanjutkan kegiatan penyelidikan dan proses penesakan

hukum lehadap para pelaku pembakar, p€rambah hutan dan

0 r'/elanjutkan penyuluhan dan sosialisasi kepada masya.akat dan

perusahaan mulai dan tingkat desa sampai dengan tingkat

Kabupaten/Kola tentang pen€gahan kebakaran hulan oan

ahan oleh BPBO Povinsidan Kabupaten/Ko1a

Melakukan promosi keseharan rentang Peritaku Hidup Bersih

Melakukan pemantauan penyakil dan vektor di lokasi yang

tertena darnpak bencana asap akibal kebakaran hutan dan

l'relaksanakan nspeksi sanltasi dan deslnfeksi lingkungan.

Melakukan pelayanan kesehatan kepada penduduk.

Melaniutkan monitoing dan parrcli (da6r dan udam) di daeah

daerah yang telah tefoakar o eh timterpadu BPBD Provinsi.

Melakukan evaluasi dan membual laporan kegialan yang telah

dilaksanakan oleh Oansatsas Op€.asi Teryaduflanggap

Darural kepada Gubernu..

Posko pengerdalian berpindah l€ \anror BPBD Provnsi.

Komando pengendalian beralih dan Dansalgas Opebsi

TePaduffarggap Darurar kepada Kepala BPBD Provinsi

9)

m)

n)

D

l) Rehabililasi. Kegialan rehabililasi merupakan tangguns jawab

Pemerinlah Plsatdan/atau Pemenntah Daerah yang terkena bencana.

Adapun keg alannya sebagai berikut:

a) Melakukan pebaikan lingkungan daeEh benqna.

b) Melakukan perbaikan lingkungan hutarvlahan yang telah

lebakar neliputi kegiaran penanaman pohon sesuai dengan

tenis pohon selempat.

c) Perualan saEna dan prasarala umLn b€rLpa iailga. an

bersih,ja ngan listrik, jaringan komunikasi, jadngan sanitasidan

limbah, jaingan irigasi/ penanian, tasililas kesehatan, fasilitas

perekonomian, fasilltas pendidikan, fasilitas perkantoran

Pemerintah dan fasiliras peribadatan oleh SKPD dan nstansi

d) Pembeian bantuan perbaikan rumah dan kebun masyarakat

yang terkena kebakaran dikoordinasikan oleh EPBD Plovinsi



c)

f)

Pemulihan sosiat psikotogis oteh Dinas Keseharan, Dinas
Sosial, Dinas Pendidikan dan Kanror Witayah KemenEnan

Membe kan petayana. kesehatan kepada hasyar?,^a. yang
terken€ dampak bencana asap oteh Oinas Xesehatan prcvinsi.

2)

a)

a. Penetapan Statrc Keadaan Darulat.

Pemb€nlukan tim toknis petaksana rekonsrruksi pasca ben€na
daram pro*s r€konstruksi pasca ben€na di tingkat daer,ah
berada di bawah koordinasi BPBD prov'nsi dan

Melatukan kegiatan lisik berupa pembangunan kembar secara
pemanen sa€na dan prasarana pemukiman, penEmranan

dan peEyanan masyaakat (ke*haran dan pendidikan) sa€na
dan prasarana ekonomi (aingan p€.hubungan, an be6ih,
sanitasi dan drainase. iisasi, tisidk dan ietekomunikasi), sa6na
dan p.asaEna sosial (ibadah dan budaya) yang rusak akibar

benc€na kebakaran hutan dan tahan, agar kembati ke kondisi

semula alau bahkan tebih baikdai kondisisebetum b€n€na.
Melakukan kegiatan non fisik borupa memperbaiki atau

memulihkan kegiatan petayanan pubtik dan kegiatan sosiat,

ekonomi serla kehidupan nasyarakai, anlara tan *Kor
kesehalan, pendidikan, pelekonomian, petayanan kanror

Peme.intahan, saBna pedbadalan dan kondisi menrausosial

masyaEkat yang tergangg! oleh ben@na, kembati ke kondisi
pelayanan dan kegialan semula atau b6hkan tebih baik dari

3.

a) TingkatKablpaten/Kota.

(1) Apabila tedapat porensi ben@na, yang merupakan

peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya

didasa*an alas hasil pemantauan yang akuEl oteh

Insransr yang berenang (BMKO dan/aHu xemensEn
LHK, Badan Lingkungan Hidup atau sebLlan tainnya,

Dinas Kesehatan)dan juga mempedimbangkan kondisi

nyata/dampak yang lerjadi dimasyaEkal.



(2) Bedasarl€n situasi sebagaimana pada poinl (1), BPBD

melaksanakan Rapat Koordinasi yang metibarkan seluruh

stakeholder Kebencanaan untuk membahas situasi yang

berkembang dan membuat kesepakatan teniang
pengusuran penetapan starus siaga Darurat, dan

selanjutnya BPBo mensusutkan *€€ redutis kepada

Bupal!/Walikota untuk menetapkan Status Siaga OaruIar.

(3) Bupali/Walikola menetapkan St tu6 Siaga Daru.at
dalam suatu Keputusan BupatiM/atikota dan metapoftan
kepada Gubenur melalui aPBO Prcvinsi.

(4) Setelah Gubernur mendapat taporan dari BupatryValkora

maka Gubernur menugaskan kepada Kepata Petaksana

BPBD Provinsi untuk mengambil langkah dan tindakan

yang dipe ukan sesuaidengan kerenruan yang bedaku

(1) Apabila tedapal potensi bencana, yang merupakan

penjngkalan eskalasi an€man yang penentlannya

didasaftan alas hasil pemantauan yang akurat oteh

insransi yans bedenang (Badan Mer@Dlogi Ktimarotogi

dan Geotisika dartalau Kement€.ian LHK, Badan

Lingkungan Hidup, Pusar Pengendalian Pembangunan

Ekoregion Sumatera, oinas Kesehatan) dan jusa

mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang tedadi

(2) Adanys Penetapan statls siaga Darural dari

BupatiMaikora dengan jomlah lebih dari satu

Kab!paten/koia

(3) Bedasarkan ketentuan pada point (1) dan (2) dialas,

BPBD melaksanakan Rapat Koordinasi yang melibatkan

seluruh stakeholdeB Keben@naan di lingkai Povinsi

untuk membual ke*pakalan lentang pengusulan

penetapan Status Siaga DaruEt dengan memp€rhatikan

saran dan pedimbangan dai Inslansi yang beMenang

(B[,|KG dadatau Kemenreian LHK, BLH, Dinas

Kesehatan), dan selanjutnya BPBO mengusulkan se@€
terlulis kopada Gubernur untuk menetapkan SrarusSiaga

(4) Status Siaga Daru€l Gllbenur diluangkan dalam Surat

Kepul'rsan Gubernur.



(5) Dengan ditetapkannya Status Siaga Darura! maxa

BPBD Prcvinsi segera membenruk pos Kornando siaga
Darurat dengan metiba&an seturuh sbkehotder

2t

a) TingkatKabupaten/Kotal

(1) Unsur Cuaca (bersumberdai BMKG).

(a) Temperaiw udaa ekslrim :36.C.
(b) Kabut asap densan iarak pandans sudah

mengganggu aklifrtas transporlasi.

SPI lstan.Jadizied Precipitatbn tn.tet)lndeks
keke ngan bedasad<an cu€h hujan: Sangar

Kering.

Infomasi HTH (Had Tanpa Hujan) densan

kategori panjang (21 sampaidengan 30 haritanpa

\2) Kualitas Udara (bersunber dari BLH dan aiau p3E

- ISPU (lndeks Slandar Pen@maran Udaa) > 3OO

(Berbrh.ya).

(3) Hor Spol dan Titik Api (bersumber dad BMKG oan a@u

Kernenteian tHK).

(a) Jumlah Hol Spol m€ningkat sesuaidata Satetit.

(b) Munculnya tilik api di bebeiapa lokasi

(4) Jiks salah satu poin di atas ieDenuhi , Pos Komando

segera melaksanakan Rapat K@rdinasi untuk

mernbahas perkembangan sitlasi terkini apakah pedu

mengusurkan penetapan status tanggap darurat atau

(5) Jika Hasil Rapal Pos Komando memuluskan pengusulan

penerapan slatus ianggap darurat, Dansatgas Pos

Komando mengusulkan peningkatan status Siaga

Oa.urat menjadi Tanggap Darurat kepada

Bupati/Walikota melalui BPBD

{6) Bupat wslikota menetapkan starus Tangg.p DaruEt
dalam suatu Keputusan Bupati/walikota dan melapolkan

kepada Cubemur.



(7) Selelah Gubenur me.dapat taporan dai Bupari/Watikola

maka Gubemur menugaskan kepada Kepata peiaksana

BPBD Provinsi untuk mengambit tangkah dan rindaKan

yang diperluksn sesuaidengan ketentuan yang beiaku.

(1) Adanya Penetapan Status Tanggap Darurar dari

BupatiMalikota dengan jumtah tebih uan saru

Kabupalen/kola.

(2) Bedasaftan kerenrugn pada poinl (1) diaks, BPBD

meraksanakan Rapat Koodinasi yang metibatkan seturuh

stakeholdec Kebencanaan di lingkat provhsr unruK

membuai kesepakalan tentang pengusutan penetapan

Slalus Tanggap Daru€l dengan memperhatikan sa€n
dan pertimbangan dai tnstansi yang b€tuenang (Badan

Meieororogi Ktimatotogi dan ceofisika dartatau

rcmenierian LHK, Eadan Lingkungan Hidup, pusat

Pengendarian Pembangunan Ekoregion Sumate€, Djnas

Kesehatan), dan selanjutnya BPAD mengusutkan secara

teftulis kepada Glbernur untuk menetapkan Status

Tenggap Da.urat.

(3) Stalus Tanggap Darurai dituangkan datam Surar

Keputusan Gubernur.

(a) Dengan ditetapkannya Status Tanggap DaruEr, maxa

BPBD Provinsi sege€ memb€ntuk Pos Komando

Tanggap Darurat dengan melibatkan s€lu.uh stakeholder

3) Transisi Darulat ke Pemulihan

a) TingkatKabupaten/Kota.

(1) Unsur cuae (beFumber dari Bl',lKG).

(a) Temperalur uda€ dalam situasinomal.
(b) Kabul a$pdenganjarak pandang:1000 m.

(d) SPI (Sfandaidtied Precipltation tndex)ttndeks

keke ngan b€rdasarkan cuEh hujan: K€rlnq.

(2) Kualitas Udara .{belsumber dari BLH dan/atau P3E

- ISPU (lndeks Siandad Pencemaran Uda6) 3 t00

{sehat).



(3) Hol Spol (BMKG dan/atau K€me anan LHK).

(a) Hot Spor be*urang da.i dala etetit .

(b) Titik apa menoalami p€nurunan seeb signifikan.

(4) Aktifks sGiat ekonomi masyarat"at sudah kembati

(5) Adanya €komendasi dari instansi yang berenang
(BMKG dan/atau KeiEnretun LHK, BLH dadatau p3E

Slmatela, Dinas Kesehatan).

(6). Berdasafian rckomendasi telsebul, SPBD mengusutkan

Status Transisi Darurai ke Pemulihan

C4 Bupati/Walikota men€tapkan Status TEnsisi Daru€t ke

Pemuliian

(8) BupaliMalikola melapollan perubahan st€tus metatui

surat kepulusan kepada Gub€mur

b) Tingkat Provinsi.

(1) Unsurcuaca.

{a) T€mp€ratur uda€:36P C.

(b) Kabut Asap deng6n ja6k pandang :1000 m.

(d) SPf (Stardardtz,ed tuecipitati,i' tnda4ttde\s
k€kenngan b€dasarkan curah hujan: r\oring.

(2) Kualilias Udata.

- ISPU (lndeks Slandad Penc€maran Udara) 3 10{

(s€h.r).

(3) Hol Spof.

(a) Hol Spol b€.turang dad data salelit
(b) Ink apisudah li{at ada.

(4) Aktfrlas sid ekdomi masyaEkat sudah kembali

(5) Laporan Bupati/Walikota tentang Penurunan Status

Tanggap Darurat m€njadi Psrnulihan Darural.

(6) Rapar Po€ Komando Tanggap Darurar Provinsi tonrang

Usulan Penurunan Stalus Tanggap Daru€t menjadi

Stalus Transisi Darural ke Pemulihan.

(7) Hasil Rapai Pos Komando Provimi diselahk€n oleh

BPBD Prcvinsi kepada Gubemur untuk meneliapkan

Penurun.n Statua Tanssap DsdEt menjadi Statu3

TnEisi Deruht l(€ P€dulih.n.



(8)

(e)

Gubemur menetapkan perubahan status datam suaru

Pemllihan Daruat ditaksanakan sampai situasi kembati

(1) Pemeinlah ProvinsvKabupaten/Kota menyiapkan dana

untuk kegiatan pencegahan dan kesiapslagaan, di

masing-masing SKPD.

Penetapan An99!ran.

a) Pencegahan dan t',4irigasi.

(1) Pemednlah provinsi/Kabupaten/Kota menyiapkan dana

unluk kegiaian pen€gahan dan kesiaps'agaan, di

masing-masing SKPD.

(2) Biaya peng€ndalian kebakaran hutan dan tahan

diatokasikan da dana APBD provinsi dan

Kabupaten/Koia sesuai dengan kebutuhan anggaEn
yang diprogEmkan oteh BPBD ftovinsi dan

KabupatertKota, sebagian dari dana teFebut
dperuntukkan untuk memberikan honor kepada 5 orang

relawan tiap-tiap desa. Penggunaan dana tersebL.t datam

keadaan darurat harus dapat mudah diambit.

(3) Menggunakan Dana Siap Pakai BNPB.

(4) Setiap perusahaan menyiapkan anggaran unruk kegiatan

pen€gahan bencana asap akibat kebskaran hutan dan

lahan *besar 50o/o dan dana CSR yang b€Eda di

mashg-masing pe.lsahaan dan dapal digunakan

dengan mekan sme daruEr

(5) Bagi Perusahaan yang telah menganggarkan dana CSR

sebagaimana dimaksud angka 3 diatas diserahkan

kepada Forum Tanggung Jawab So6iat Perusahaan

ProvinsiRiau

(6) BPBD merencanakan dan mengkoodinasikan

penggunaan angga€n unruk kegialan pengendalian

lerhadap ben@na asap akibat kebakaran hutan dan

b) Kesiapsiagaan



(2) Seliap perusahaan menyiapkan anggaran unruk kegiaran
pen@gahan kebakaEn asap akibat kebakaran hLran dan
rahan dai dana CSR.

(3) BPBD mercncanakan anggaEn dan netaksanakan seft
mengkoordinasikan kegialan pengendatian lehadap
benc€na asap akibat kebaka€n hutandan tahan.

Seluruh kegiatan yang be*aitan sejak penetapan Status Siaga
DaruiavTanggap Darura/Transisi ke pemutihan, diatokasikan

a) Siaga Darurat.

(l) Menggunakan dana dan APBD provinstKabupaten/Kota

(dana lidak terdusa) sesuai dengan mekanisme darurat

metalui sKPo Pengetota oana Tidak Terduga di

ft ovinsi/Kabupaten/Kola.

(2) Menggunakan Dana Siap pakai BNPB.

(3) Menggunakan dana CSR yang letah tersedia di
peruehaan.

(4) Bantuan tain yangridak mengikat.

b) Tanggap Daru€t.

(1) r',lenggunakan dana dad APBD prcvinsi/KabupatervKota

(dana tidak terduga) sesuaidengan mekanisme daru.ar.

(2) Menggunakan dana csR yang relah tersedia di
perusahaan.

(3) Menggunakan Dana Siap PakaiBNPB.

(4) Bantuan lain yang tidakmengikat.

c) Transisi Darurat ke Pemulihan.

(1) Menggunakan dana dai APAD ftovinstKabuparen/Kora

(dana tidak ledusa) *suai dengan mekanisme daru€t
(2) Menggunakan dana CSR yang tetah teEedia di

3)

perusahaan.

(3) l,lenggunakandanaAPBNmelaluiBNPB.

(4) Ba.tuan lain yang tidak nengikat.

(1) Pemeintah Povinsi/Kabupaten/Kota menyiapkan dana

lnluk kegiatan rchabililasi di rnasing-masing SKPD.

(2) Setiap perusahaan menyiapkan anggaran untuk kesiatan

rehabilitasi kebakaEn hulan dan lahan dari dana CSR.



(3) Menggunakan dana APBN dad Kenentsd,an^embaga

iaftail.

(4 Bantuan lain yang tidak mengitat.

b) Rekonstruksi.

{1) PenE ntah Provinsi/Kabuparen/Kota msniapkan dana

unruk k€giaian rckonsrruksidi m6sang_masingSKpD.

(2) Sstiap p€rusahaan menyiapkan anggamn unr* ksgk{an
€koBtruksa k€bakaEn huran dan tahan dad dana CSR.

(3) Menggunakan dana APBN dad Ksmenredan/Lembaga

i€fkait.

(4) Bantuan tain y.ng ti{tak mengikar.

c Pong€rahan totu.i.n TNI dan POLRI.

1) P4uran PRCPB.

a) TNr-

(1) 2 Bataton TNtAD.

(2) 1 Baiatyon Mainir TNtAL.

(3) I Aaraton Paskhas TNt AU.

b) POLRI. MengeEhran r Bataton &imob.

2) Pasukan Cadangan Kodam t/BB neng€rahkan 2 Baralyon s€tiap saai

siap digeraklan.

3) Rohsi pasukan PRCPB dilrksrnakan s€tjap 3 bulan.

d. PeLl.n d.n P€rlongkapar.

1) Pakajan Wajib m€nggunakan pakaian PoL (Pabian Dinas

L.Pangan) + ToPi Rimba.

2) Psdengkapan Menggunakan kaca mala (google ey66) dan masker

standd WHO.



1.

BAB IV
ADIIIINISTMSI DAN LOGTSTIK

Keberhasilan pengendalian kebakaEn hutan dan tahan di povinsi Riau yano
dilarsanakan oleh Pos Komando Ope.asi pengendatian Kebakaran Hutan dan
Lahan didukung oleh kesiapan peBonet, peEtatan dan togistik yang relsedia.

Gubernu. menentukan kekuatan unsuGunsur satuan dan peratatan Satgas
opebsi Terpadu/Tanggap oarurat yang dlibalkan daiam pengendatian

ben€na asap akibat kobaka.an hulan dan tahan disesuaikan dengan krireria

skala ben€na, lokasi sena datus bencana yang diletapkan pemeriniah

KabLipaten/Kota atau Provinsi.

Pengelolaan Dana Siap Pakai dari BNPB didampingi oteh BpKp provinsi

Riau dan Dana Tidak Teduga dai APBD didampingi oleh Inspektorat

Komando Operasi Pengendalian KebakaEn Hutan dan Lahan bedanggung
jawab terhadep seluruh peBonel yang mengalami tuka ataupun meninggal

*raha dilibatkan dalam k€gialan pengendatian ben€na asap akibat

kebakaran hutandan lahan diProvinsi Ria!.

Kepala Bidang Perencanaan Pos Komando Utama menyusun Rencana

Operasi sebagai Pedoman Pelaksanaan Komando Operasi Penoendatian

Kebakaran Hutan dan Lahan diProvinsi.

3,

d.

Logbdk.

Pada Ben€na Skala Nasional. Ouklngan operasi dan logistik Komando

Pengendalian Kebaka.an Hulan dan Lahan menjadiranggung jawab ANPB.

Pada Benc€na Skala Lokal, Dukungan operasi dan togistik Komando

Pengendalian KebakaEn Hutan dan Lahan menjadi ranggung jawab BPBD

P.ovinsi dan Kabupaten/Kota.

PeraMlan kesehatan menggunakan fasilttas kesehatan RSUO/Swasta,

kesehatan TNI/Pold, ke*hatan pelabuhan, puskesmas, o€anisasi prcfesi,

PMI dan pe€uruan linggi kesehatan.



2.

1.

BAB V
KOf,ANDO, KENDALI DAN KO{UNIKASI

Kehnc€En dan kebeftaslan Kom€ndo peng€ndatian kebakaEn huian dan tahan di
Prcvinsi Riau didukung otsh keieQadugn komunikasi yang teE€dia di masing-
mashg uruur{nsur Komando Tingkat provinsi, Tingkat Kabuparen/kota d6n po6

Lrpangan. Guna memp€danc€r pengendatian tebakaEn hut n dan tahan yang
dilaksamka. oleh Kom.ndo tingkat provinsi dip€dukan kesatuan komando dan

6) Pos Konando Utama Prcvinsi b€rada di Kantof cubenur Riad
Kanlor BPBD Provinei Riau/Lokasi hin yang ditunjuk

berdasrkan K€putrsan cubsmur Riau.

Pos Kofiando KabupabrtKoia be€da di Kantor

Bupavwalikoh alau di Krnror BpBO KabuparodKob arau

Lok6i lain yang diunjuk bedasrr€n Keputusan

Pos L.pangan berada diwilayah rswan kebakaEn huEn oan

P6 Pendrkung Op€Esi P6madaman Udara b€rada di tanudd)

2)

r) Kofiando opsrasional b€rada pada Komandan (tncident

Commsndeo ya.g diiunjuk oleh Glb€mu Bupati/Watikora .ras
usul.n K€rala Pelakena BPBO.

Komando Poe lapangan b€6dd p.da Koma.dan Pos

LaPangan d€ngan mematuhi Insiruksi Komandan Pos Komando

Prcvinsi dan Pos Konando Kabupaien/Kora yang ditunjuk oteh

Gubemur€upatl'V/alikob atas usulan Dansa(gas netatui

BPBD}.

Kornandan

Gub€mur/Bupati/Walikola atas

AP8D.

sabas ditunjuk oleh

osulan Dansalgac nelalui



3. Kendali.

a. Pada Bencana Skala Lokal.

1) Kendali operasional berada pada Komandan Pos Komando Tingkat

Provinsi dan Komandan Pos Komando tingkat Kabupaten/kota.

2) Kendalitaktis berada pada Komandan Pos Lapangan.

b. Pada Bencana Skala Nasional.

1) Kendali operasional berada pada Komandan Pos Komando Nasionaldi

BNPB.

2) Kendali taktis berada pada komandan Pos Komando tingkat Provinsi.

c. Pembagian Fos Komando Kabupaten/kota, Untuk memudahkan operasi

pengendalian kebakaran hutan dan lahan, maka wilayah operasi dibagi

menjadi 12 Pos Komando Kabupatenikota sebagai berikut:

1) Pos Komando I Kota Pekanbaru

2) Pos Komando ll Kabupaten Kampar

3) Pos Komando lll Kabupaten Rokan Hulu

4) Pos Komando lV Kabupaten Bengkalis

5) Pos Komando V Kabupaten Kepulauan Meranti

6) Pos Komando Vl Kabupaten Siak

7) Pos Komando Vll Kabupaten Rokan Hilir

8) Pos Komando Vlll Kabupaten Pelalawan

9) Pos Komando lX Kabupaten Kuantan Singingi

10) Pos Komando X Kabupaten Indragiri Hulu

11) Pos Komando Xl Kabupaten Indragiri Hilir

12) Pos Komando Xll Kota Dumai .

Pos Komando berkedudukan di Kantor BupatiMalikota atau Kantor BPBD

Kabupaten/kota atau Instansi lain yang ditunjuk oleh BupatiMalikota.

4. Komunikasi.

Dalam pelaksanaan Komando Pengendalian kebakaran hutan dan lahan

menggunakan sistem dan sarana komunikasi satuan, diatur dalam Prosedur Tetap

(Protap), InstalasiTetap (lnstap) dan Instalasi Operasi tflnsops) Komunikasi

Elektron ik ( Kom lek) Satgas Operasi Terpad uffan ggap Daru rat.
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